GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 693 - 2025
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH
KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGUGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang @ a.

L

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3],
Pasal 315 ayat (1), dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, Pasal 181 ayat (1} Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tabun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan evaluasi sebelum
ditetapkan oleh Wah Kota;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah RKabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025, perlu dievaluasi untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan vang
lebih tinggm, kepentingan umum, Rencana Kera
Pemerintah Daerah serta Kebjakan Umum APBD dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angpgaran 2025,




Mengingat

f1.

.

Undang-Lndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan
Nepura [Lembaran Negara Reputdik indoenesia Tahun 2003
Nonmwr 47, Tambahan Lembaran Neogara  Republik
Indonesia MNomor 4286);

Lndange-Undang  MNomor 23 Tahun 2014 tenlang
Pernetmtahan  Lraerah  [(Lembaran  Negara Kepublik
Indones=sia Tahun 2013 Noatge 244, Tambaban Lembaran
Negara Republik lidonesim Nomor 3087), schagaimana
iclah diubah beberapa kuoli, terakhic dengan Undang-
Undang MNomor & Tahun 2027 tentang  Penetapon
Feraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nommar
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kepja Menjadi Undang
Undang (Lembsaran Negara FRepublik [ndonesiz Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor G856):

Undang-Undang komor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemernintahan (Dembaran Megara Republik
Indonesw Tabun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Nepdatd Repubdik Indonesia Nomor 3601), scbagaimana
telah divbah beberapa kall lerukbir denpan Lindang-
Undang MNomor & Tahun 2023 tentang Panetapan
Peraturan Pemerintab Pengsanti Undang-Undang Nomaore
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Memjadi Lmdang-
Undanyg [Tembaran Negara Repuablik 1ndonesia Tabun
122 MNnmnotr 41, Tembahan Lembaran Mepara Republik
|ndonesia Nomor 6836;

Undane-Undang Momwor | Tahun 2022 tencang Hobungan
Keuangan antara Pemerintabh Mesal dan Pomeriniahan
Loerah  (Lembaran MNepara Bepullik Indonesi Tabhun
2122 Menonr 4, Tambahan Lembaran Megara Repubbk
Indeonesia Momor 6737);

Undang-Undang Nomer |7 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Baral (Lembaran MNegara Repubhik Indoncsia

Tahun 2022 Nomor 160, Tambahban Lembaran Negara
epubhk Indoneasia Nomoe H0G);

Peraturan Pemerntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
l'enpgelolaan  Kewangan Dacrsh  (Lembaran Negara
Republik [ndonesia, Tahun 20149 Nomor 42, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indoneszia Nomor 8322}

Peraturan Menten Dalam Megern Nomar L1 Tabunm 2017
lenlang Pettorman Feallasi Rancangan Peraturan Thaerah
tentang Pertanggangiawaban  Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah  dan Rancangan
Peraturan Krpale Daerah tentarr Peajabaran
Purtangzungawaban Pelaxywanaan Anggaran Pencdlapatan
dan Belanya Daerah;

Peraturan Menteri Dkalam eperi Nomor 77 Tabun 2020
lemlany Pedoman Teknis Penpgelelaan Keuangan Daerah,




MuTietaphkan
KESATU

KEDMIA

KEETIGA

G, Peraruran Menteri Dalam Negernn Nomoaor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cdara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tenfaree,  Anggaran Pendapatan dan DBelann Daerah,
Rancangan Peraturan  Paereh tentang  IPerubahan
Angparan Pendapatan dan Belanga [Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah lentang Penjabaran Anpgaran
Pendapalan  dan Belargn Uacrah,  dan Rancangan
Peraturan Kepals Daerah tentung Penjabuaran Perutsaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dactah,

10, Peraiuran Meoten Dalam Negeri Nomoer b Tahun 2024
tentang Pedoman Pemyusunan Angearan Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angearan 2025,

MEMUTUSKAN :

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupsten  Limel
Puluh Hota lentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanin Duerah Tahun  Angearan 2025 dan Rancangan
Peraturan Bupatt Luna Puluh Kota tentang Pengabaran
Perubaban Angearan Pendapatan dan Bebanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 sebagmimana tercantum dalam Lampiran
yvanp merupakan bagian tidak wrpisahkan dan Keputusan
ini.

Bupat Litra Pulub Keta hersama Dewan Perwakilan Ealkovar
Daeralh Kabupaien Luna Puluh Kota menindaklanjuoc hassl
evial udb: thengan melakikan PRIV EIT TILET [T dur
prnyesuian alys Rancanpan Perataren Dasrah Boebupsten
Lima Puluh Knta tentang Perybahan Anggeran Pendapatan
dan Brlanja Dacrah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan  Bupati Lima Pulule Kota lentang  Pengabaran
Ferubahan Angearan Pendapatan dan Belanja Dacral Tahiun
Anpgaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi paliog lambat 7
{rufuh| harn terhrtung sejak driterimanya Kepurusan {ruhernur
ni.

Dalam hal hasil evaluasil ridak ditindaklanjet nlel Buparn
Lima Puluh ¥ola dan Drewan Perwakilan Bualoval Daerah
Kabupaten Lima Pulah Kota, dan Bupati Lima Puluh Kofa
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kaboepaten Lima
Pulubh Eota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan
Daerah dan RBancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
tentang Penjabaran Perubaban Angparan Perulapatan dsn
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 monjadi Peraturan
Bupuati, Gubermur mengusulkan kepadas Mentert Dalam
Megeri sclanjuinys Menieri Dalam Moger menguasulksn
kepada Mentern Keouwangan untuk melakukan penundasan
clars faran pemolnngan dana transfer umum sesuai denpgan
ketentuan peraturan perundang-undangan,




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan ;

il

Bupati Lima Puluh Kota menvampaikan kembali Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh
Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 vang telah
dilakukan penyvempurnaan dan penyesualan sesual dengan
hasil evaluasi kepada Gubermnur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.

Bupati Lima Puluh Kota menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan Rancangan
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah mendapatkan
nomor register  sebagaimana  dimaksud  dalam  Diktum
KEEMPAT.

Keputusan Gubernur im mula: berlaku  pada tanggal
ditetapkan.

__.phtetapkan di Padang

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Inspektur Proving: Sumatera Barat di Padang;

3. Bupati Lima Puluh Kota;

4, Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
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FEFUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 690 - 2005

TANCGGAL OKTOBER 2025

TENTANG

EVALUAS] RANCANGAN PERATURAMN LAERAH
KABUPATEN LIMA  PULUH  KOTA  TENTANG
FERUBAHAN ANOGARAMN  PENDAPATAN DA
EELAWJA DAERAH KABUFATEM LIMA PULLH
KOTA TAHUN ANGOGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATLIRAN BUPATI LIMa  PULUH  EOTA
TENTAN( PENJABARAN PERUBAHAN ANCGUGARKAN
FENTIAPATAN DAN BELANIA DAERAH TAHUMN
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUAST RANCANGAN PERATURAN DARRAH KARUPATEN LiMA PULUH

KOTa TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH

KABUPATENLIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023 DAY RANCANGAN
PRRATURAN BUPATL LIMA PULUEH KOTA TENTANG PENJABARAN PERLIBAHAN
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2045

TUJLUAN EVALUAST

Evaluasi Ronouogan Peraturan Daeran Kabuparen lama Puluh Kol tentang
Perubuhan Angesran Pendapalan dan Belanja Dacrah [APBD} Tahun Anggaran 2025
dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Pulub Kota tentang Penjabaran Frruhahan
APED Tuhun Anggaran 2025 untuk tengoji Kesesuadan Roncangan Peraturan
[raerah Kabupalen Lima Puluh Kela tentang Perubaohan APBD Tahun Angparan
2025 eddun Rancangan Peraturan Bupan Lima Pulubh Kotao tenlang Penjabaran
Perubahan APBD Teahuan Angegaran 2025 dengan ruang lingkup:

a. kerentzan poraluran perundsng-undangan yang lebih tingar;
L. kepentingan umiun;

& Perubwshan Rencana Kerja Temcrintah  Daerah (PEKPD], Kebijaken Umum
Perubahan APBD [Perubahan KUA} dan Perubahan Prioritas Plalon Anggaran
sementara (FPPAS), Kerangka Ekonomi Makeo dan Pekok-Pokol Kebijakan Fislzal
{EM PPEF); dur

d. Rencana Pembangunan Jangka Menenpak Daevah (RPIMDY,

sebagaimana maksud Pesal 314 Undang-Undang Nomer 23 Tabun 2014 renrang
Pemerintahan Daersh, Paszal 280 ayal [¢) Peraturan Petnerintah Memor 12 Tahun
2019 lenlang Pengelolsan Keoangan Daersh, dan Pasal 7 Peraturan Femerntiiah
Nennor 1 Tahun 2024 tentang Haomonisasi Webjjakan Fiskal Nasional.

. GAMBARAN UMUM EVALUAE]

Berdasarkan Pasal 245 ayat [1) dan Pasal 314 ayat |1) Undang-Undang Nomnor 2.3
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana wlah dinbeh bebecapa kali
terakthir denpan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 lentang Penetapan
Peraturan Pemerinrah Penpeanli Undang-Undeng Nomor 2 Tahun 2022 (entang
Cijna Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 111 Peraturan Pemerinlah Roemor 12
Tahwun 2019 tentang Peneclolaan Keuangan Daerah dan Vasal 2 ayat (2] Peraluran
Menteri Dalmm Megeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan
Anuaran Pendapatan dan Belanja Dacrad Tahun Anpgparan 2025

Sehubungan  dengan  hal  tersebut, terhadap Rancangan  Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Knta tentang Perubahan APED Tahun Angparan 20235
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webapai satu kesatuan yang tordin atas pencapatan, belanja dan pt:mhi:_i:,raa__n haims
rmendapal evaluasi Gubernur sebelum ditctapkan Rupati; Wali Kota, melipun:

A. Fokus kebijakan pembangunan deeran Kabupaten Lirne Puluh Kola Tahun 2005
i, Proyeksi Pertumbubun Ekonomi
Proyelsi pertumbuhan chonomi pada lahun 2025 sebesar 4, 72%,
2. Proyeksi Tingkal Penganpguran Terbuka

Proveks] Cngkal peogailggiran tecbuka parda tahun 2025 sebesar o, 19% -
22,

3. Froyeksi Kemiskinat

Provelsi penduduk miskin pada tapun 2025 sebesar G,52%
4, Proyeksi Gini Rasio

Proyekai gini raswo pada tabun 2025 sebesar 0225,

Batas atas pada seluruh ind:kator makm di atas belum sesual cenpan proveks
gini rasio yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsl Samatera Barat pada RKPD
Provinel Sumatera Barat lehun 2025 Unrok i, kedepannya Pemerintah
Kabuputen Limz Pulub Kota dapat memgacu kepade REFD Provinal Sumaters
Barat setiap tahunnya.

achubungan deongan hal tersebul, Petnsrintah Kabupaten Lime Puluh Hota
berfokus pada prioritas pembangunan yang telah ditctaplan dalam Perubahan
KKPD Tokun 2025 secm tidals dilskukan berdasarkan pertimbangan peimerataan
antar perangkat dasrah wlau berdasarkan alokasi anggsran pada rtahun
anggarsn sebelumnya dan juga memlokuskan pencupsian target pelayanan
publik dengan menganggarkan prograi, kegiatan dan sub kegalan yang
menjadi kewenangan daerah  untuk  pencapaian  sssaran pernbangiinen
herdasarkan skala prioritas dan kebutuban daerah vang bereriettasi pada
pemenuban kebutuhas urusan pemerintahan wajh den betanja mandsatoey
spending scrta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal [SPM], lanpa
harus menganggarkan sclurub program, hegiatan dan sub lkepistan yang
menjedi kewenangan daerah serta menupjang pencapaisan 17 [tujuly belas)
Programs Prioritas dan dan pencapaian 5 |delapan) misi aran Asta Cits sesla
denpan kewenangan dan peraturan perandang-undangan,

B. Pendapatan Daorah

Fendapatan daerah adalah selurub penerimazn daerah berupa wang yang masuk
ke dalam rekening kaa umum dagrah dan menambsh ekoilas dana lancar serfa
merupakan hak pemerintah duserah dalam 1 [satu) tabun anggaran yang tidak
perlu  dibayar kembali cleh  daerah. Sekingpa  pendapaian daerah yane
dishpparikan dalam APBD merupaban perkiraan yang lerokur sccara rasional
vang dapat dicapal untuk seting sumber pendapatan dan memiliki Kepastian
serta sezuni dengan ketenwan peraluran perundang-undangan.

Selanjulnya, untuk mengikur tingkat potensi pendapatan davrab Petnerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah ind terlampir tren alokasi dan realisasi
pendepatan dacrah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 (tiga)
tahun dari Tahuno Anpparan 2023 sampal dengan Tahun Angearan 2025
sehapgaimana Tabel, 1 schagn enkut:
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Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus
memperhatikan antara lain:

1, Peningkatan Pengelolaan Pajak Dacrah

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat melakukan sosialisasi dan
edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan
sistem pemungutan pajak untuk meminimalkan kebocoran dan peningkatan
kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD]

Menggali potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi lokal, seperti
pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang
sifatnya berbavar sebagal salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan
bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangan Infrastruktur

Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung
pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta
meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menank investor dan wisatawan,

4, Kerjasama dan Kemitraan

Menjalin kemitraan dengan sckior swasta untuk investasi dalam proyek-
proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan
pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya
dan pengetahuan,

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi,
termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan
platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensl
daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk
menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan
tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMEM),

7. Pengawasan dan Alkuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk
membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang
efektifl untuk memastikan penggunaan dana vang efektif, efisien, transparan
dan akuntabel,

. BelanjaDaerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud
urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dikelela oleh
pemerintah  daerah  yvang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Selanjutnya, pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan
oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya
peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Selanjutnva, untuk mengukur belanja dacrah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota di bawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi belanja daerah Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023
sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:
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Berdosarksn tabel di atas, Pemenntah Kabupalen Lima Puluh Kola harus
mempethatikan antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

Memastikan hahwa belanja dasrah disusun berdasarkan prioritas kehbutuhan
seperti infrastrukeur, keschatan, peodidikan, Jdun program pemberdayaan
mesyarakar melalai analisis  kebutuhan  yang lehih batk yang dapat
memastikan kebutuhan angearanoya sehinggs tepal sasaEran.

2 Anpgaran Berbasis Kincra

Penerapan anpgaran berbasis kiterja metmunekinkan pemennlah daerab
untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari scbap lepiatan atavy program
yang dibiavai, 2ehingga dapart meninglatkan efektivitas belanja.

3. Penpuatan Sistern Pengendalian Internal

Pemerintzh Kabupaten Lima Pulub Kota perla memperkuat prrgaaaNers
unluk mencogah penyalahgunaan anggeran atau pemborosan antara lain
melalui pemanfaatan reknologi informasi voiuk niemonitor JAlannys progran
wpcara reci-fime serta menpgoptimalkan peran Inspekeorat Daerah dengan
melibatkan lembaga andit eksternal sepert: BPK (Badan Pemerksa Keuangan)
untuk melakukan augit secara ritin guna memastikan bahwa belanja daerah
dilakukan secara transparan dan akunlabel

4., E-Covernmant dan E-Procuremearnd

Penguatan implementasi platform e gaermmend dan eprocurement unfuk
pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi kurupsi, meningkatloan
tracaparansi, dan memastikan bahwa proscs pengadaan melalui platlorm e
govsriment dan ¢ procurement lebih efeklif dan efizsien

5. Monfroring dan Evaluas] Prograin

Melakukan momitedng dan evaluasi guna mengetahui apakah program,
kepiatan dan sub kegiatan yang dianpgearkan dalan APBD sesuai dengan
output vang direncanaksan dan memberikan martfaat hagl masyarakat yang
sclanjutnya akan digunakan wniuk perbaikan anggeran serta prograim,
kegiatan dan sub kegiatan pada tahun angparan ber ik tra.

. Pembiayaan Dacrah

Mengukur pembiayaan dactah yung elckbif adalah suatu langkah penting untuk
menitai seberapa «lekiif junilah dan penggunaan alokasi anggaran yaog rersedia
untuk mendukung pembangunan dan kescjabteraan masyarakat di daersh.
Pembiayaan dasrah yanp efektf juga dapal dilihat dar berbagai dimensi, siilara
luin, efisiensi, pemeralaan, transparensi,  dan  akuntabilitas  peoggunaan
ATIfPAran

Selamjutnya, untuk mengukur pembisyaan daerah Pemearintah Kabupaten Lima
PPuluh Keta dibawah ini terlunpir tren alokesi dan realisasi pembiayaan duerah
Pomesintan Kabupaten Lima Puluh Kooa selame 3 [siga) tahun dan Tahun

Anpgaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagalmana Tabel 3
sebagal berikur:
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Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus
memperhatikan antara lain:

L

Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yvang
dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan lkualitas
pelayanan publik. Belanja yang tidak efisien menunjukkan pemborosan.,

2. Biaya per Layanan Publik

3.

Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan
publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, Semakin
rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien
pembiayaan terscbut.

Evaluasi Kinerja Program

Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah.

Setiap program

memastikan bahwa anggaran vang

yang sebanding.

E. Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBED Tahun Anggaran 2025,
Menteri Dalam Negeri dengan
penyusunan APED sebagaimana Tabel. 4, scbagai berikut:

disampaikan kepada

Tabel. 4

harus dievaluasi dari sisi output dan outcome untuk
dikeluarkan menghasilkan manfaat

tahapan jadwal

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APED

Penctapan/ Persetujuan / Surat

Mo, Uranais Keterangan
Momor Tanggal

1 Penyampaian Rancamgan
Perubahan KUA dan Bancangan Tidal S
Perubahan PPAS oleh Kepala Q001,11 /440 BRPEPD- i 7
Dacrah Kepada DPRD aarini LI/ VITI-2025 it Foar ety :
tanggal tanda rerima dokumen A5 NERERN
dori DPRED) Sepwan)

2 | Kesepakatan Rancangan )
Perubahan KUA antara Kepala _ Tidak ada kesepak Tidak Sesumi,
Daesrah dan DPRD Kabupaten Tidak nds kesepaksian P ipaling lambat minggu 11
Lima Pulih Kata bulan Agustus 2025)

3 | Kesepakaian Rancangan . L
Perubahan PPAS antars Kepals 900.1.1.1 /1897 BUP- | Sentember 3038 Eﬁ" ﬂ‘l‘:’“g:t 4 i
Daerah dan DPRD Kabupaten LE/IX/ 2025 ¥ i e s Eg;“.f“
Lime Puluh Kota R AR

4 | Penerbitan Surat Edaran Kepala
Deerah peribal Pedoman
Pesyusunan REA SKPD dan
Perubahan DPA SKPD serta Tidak Sesuai,
Penyvusunan Rancangan Perda Nomor ; 31 Tahun 2025 4 September 2025 | [paling lambat minggu [
tentang Perubahan APED dan bulan Aguatus 2023
Runcangan Perkada tentang
Penjabaran Perubahan APBD
TA. 2025

5 | Penyampaian Rancangan
Perubahen Peraturen Daerah Tidak Sesuai,
tentang APBD oleh Kepala L ';;?%E?‘PD' |5 September 2025 | [paling lambat minggy 1
Daerah kepada DPRD /e bulan September 2025|
Kabupaten Lima Puluh Kow

B | Persetujuan bersama DPRD

Habupaten Lima Puluh Kota
dan Kepala Dacrah tentang
Eancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD TA
2025

100,3.7.1/24 /BLK 2025, 7
/NFB/DPRD /LK/DX /2025

29 Seplember 2025

Begual,
Ipaling lambxat mnggal
20 Beplember 2025)
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Penetapan/ Persetujuan Surat
Mormor Tangoal

Uratan Keterangan

Pnng.ir;:;zpniaﬂ Hancangan
Perataran Deasrah tentang

Perubahan APBD dan 3 \ ] ——
Rancangan Peratmaran Kepala 900.1,1.4/522/BPKPD (paling lmmbat 3 [tiga) ha

; L i keria setelah i
Dacrah tentang Penjabaran LE/ X ah :ﬂ b:::l:ﬁmmﬂ persciulv
Periibahan APBD kepodi
Gubemnur untuk dievaluasi

Sesual,
02 Oktober 2025

Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS
Tahun 2025 oleh Bupati Lima Puluh Kota kepada DPRD Kabupaten Lima
Puluh Kota pada tanggal 29 Juli 2025 dan Kesepakatan antara Bupati Lima
Puluh Kota dengan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025 pada tanggal 14 Agustus 2025, tidak
sesual dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan Perubahan APBD
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025, di mana penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan
Perubahan PPAS Tahun 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan
paling lambat Minggu | Agustus 2025 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah
dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS
dilakukan paling lambat Minggu I Agusms 2025,

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
2025 oleh Bupati Lima Puluh Kota kepada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
pada tanggal 2 September 2024, tidak sesuai dengan Tahapan dan jadwal
proses Penyusunan Perubahan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2025, vang menegaskan bahwa
Penyampaian Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perubahan APBD olch
Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu [ September 2023,

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun 2025 oleh DFRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan
Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 24 September 2025, sudah sesuai
dengan Tahapan dan jadwal preoses Penyusunan Perubahan APBD dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
yvang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau
selambat-lambatnya tanggal 30 September 2024.

Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota agar tetap konsisten
dalam mememuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan
penyampaian rancangan KUPA dan rancangan Perubahan PPAS kepada DFRD
untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah
Dacrah dalam menyvusun, menyampaikan dan membahas rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam
penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

1. mensinkronisasikan kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan
pemerintah pusat guna mendukung pencapaian 17 (tujuh belas] Program
Prioritas dan pencapaian 8 (delapan] misi atau Asta Cita sesuai
kewenangan pemerintah daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan
daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan
kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ckonomi yang
inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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3, mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian
target pelayvanan publik sesual kewenangan Pemerintsh Daerah dan
kemampuan pendapatan daerah; dan

4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran
helanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang
sesuai target dan indilator kinerja program, kegiatan dan sub kegatan.

sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

I SINKRONISAS] KEBLIAKAN PUSAT DAN DAERAH.
A. Dukungan Alokasi APBD dalam Menunjang Prioritas Nasional Tahun 20235.
1. Penyediaan Alokasi Anggaran untuk Penurunan Prevalensi Stunfing.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stuniing (pendek
dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan
funder weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus
pada anak balita Rp78.375.467.069,67 atau 30,18% dari total belanja
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp259.662.469.290,00,
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting, butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan
Stunting di Daerah.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain tercantum pada;

a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Kemasvarakatan Desa/Kelurahan [RT, RW, PKEK,Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat Rpl.200.062.200,00 dimana terdapat Belanja pakaian
dinas KDH, Pakaian Sipil Resmi, Belanja Pakaian adat, sebcsar
Rp70.945.000,00 atau 591% dari total anggaran pada Badan
Pemberdayaan Masvarakat Desa/Nagari,

b. Sub kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Rpl130.000.000,00
hanya dialokasikan pada Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan
Kesehatan-Alat  Kedokteran-Alat  Kedokteran HKeluarga Berencana
sebesar Rpl30.000.000,00 atau 100% dari total anggaran pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelalku Usaha Ep 4.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.950.000,00 atau 45,35% dari
total anggaran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu,

diindikasikan memiliki proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih

besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-

masing sub kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting di

daerah serta terdapat beberapa belanja yang tidak memiliki korelasi

langsung dengan keluaran Sub Kegiatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memprioritaskan
alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran
belanja penunjang puna mendukung capaian target kinerja program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang
diharapkan dari sub kegiatan dalam rangka percepatan pencegahan dan
penurunan stunting apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan
target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3] dan Pasal
g7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
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2, Alolkusi Anpearan Peogendalian Inflasi.

Dalaom  rangka  pengendalisn  inflasi,  serta mendukung kebijakan
pemerintall guna menjaga ketcrsediasn pasckan, keterjangleauan _harg:—:
panpan, daya beli masvarakar, dan mendukung kelancaran diviribusi Eill?l'ta
staliilitas perckonomian di dacrah, Pemerintah Leerah Kabupaten lims
Paluyy Kota agar mengalolcasikan anggaran pengendalion inflas secara
memadai dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kot
tenitang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesua dengan keentuan
poTAaturar perl.lnl:la.ng-u nelangarn.

Selanjutnyva, penyediaan anggaran pengendalian inflaxi Ji daerah dalam
Rancanpan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Eeta tentsng
Perubehan APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek  efekgivitazs, efisiensi, kepatutan dan  kewajaran
pPENZEINAAN ANEEATAT #5131 maksud Pasal 58 Peraturan Pemenntah
Momor 12 Tahun 2019 dan berpedoman pade Peraturan Menterl Dalam
Neged  Momor 90 lahun 20019 tentang  Klasifikasi, kodehkasi, dan
Momenklatur  Perencanasn Pembangunan dan Kevangan  Daerah,
Keputusan Menteri Dalam  Negeni Nomer 050-3889 Tahun 201
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Reputusan
Menteri Dalamn  Neperi Nomor  900.1.13.5-3406  Tahun 2024 dan
pemitakhirannya,

Sclain itu, penyediman anggaran pengendalian inflam di daereh dalam
Rancangan Peraturan Dacrall Kabupaten [Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APED Tahun Anggaran 2025 apgar dialokasikan secara memadal
dan dalam pelaksanaanoya hams mendukung pengendalian inflag di
dacrah scsuai kewenangan den ketentuan peraturan perundang-undangen.

3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rangka Pesphapusan Kemiskinoan
Ekstrem,

Penyedidan anggaran dalein rangka Peoghapusan Kemiskinan Ekstrom
dianpparkan sebesar Rp30.620. 173 HGE8,00 atau 2,22% dan atal anggaran
helanja dacrah dalam Rancanpan Pecaluran Daerah Kabupaten Lima Moluh
Kota tentang Pernibahan APED Tahum 2023 dengan berpedoman pada
[nstnikai Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tenteng Percepatan Penghapilsan
Kemiskinan Ekstrem dan bubir 5.2.2 Lampiran Peratgran Menten Dalam
Wepeti Momar 15 Tahun 2024

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain rercantum pada:
Penyedinan  angaaran  dalam  renpka penghaposan keciskinoeon eksteim
dinraikan antara lain pada sub kegiatan:

A. Pengelolaan Dens OBOP Sckelah Nunformal fResetacaan  sebesar
Rp5. 082 100.000,00,

b Rehabalitasi Jarogan [npass Permobkaan RpeeD 323 000, 00

£. Pembangunan  Sistcmn  Penvedisan  Air Minum (SPAM)  Jaringsn
Perpipasn Rpl 563000000, ()

. Pemberian Akses ke Lavanan Pendidikan dan Eesehalan Dasar
RpS53.6592.432,00

¢, Pemberian Bimbmpgan Sosial kepsds Keloarpa Penvandang Masalab
Hesejahteraan Sosial (PMESH Lainnoya Bukan Kerban HIVAAIDS dan
NAPZA Rpl.2%2,354,902,00

f. Pendampingan Keliarga Berisiko Smnting (Termasuk remaja Calon
Pengantin/Calon PUS, 1bu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta /Balita)
Rp&EES_ 200,000,040

g. Pengembangan Kapasitas Melavan Eecil Rpl 8§85 000 000,00

b, FPembangunan, Eehabilitasi dun Pemelibharaan Jalan Usahe Tani
Rp240 00, 000 00




i

- 16 -

diindikasikan memiliki proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih
besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-
masing sub kegiatan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di
daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memprioritaskan
alokasi angparan belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran
belanja penunjang puna mendukung capaian target kinerja program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan (arget capaian kinerja yang
diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek
indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud
Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024.

. Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rangka Makan Bergizi Sehat.

Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas
nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus
mengalokasikan dukungan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota temtang Perubshan APBD Tahun Anggaran
2025 yang menjadi kewenangan sesual dengan kemampuan keuangan
daerah. Dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber darni
transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah
daerah sesuai dengan Lketentuan peraturan perundang-undangan,
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib mengalokasikan
anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2025 sebapgai bagian
sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

. Dukungan Terhadap Program 3 (Tiga) Juta Rumah

Penvediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun 2025 guna mendukung

program pembangunan 3 (tiga) juta rumah per tahun untuk Masyarakat

Berpenphasilan Rendah (MBR], antara lain:

a. Menyiapkan basis data kondisi perumahan di daerah dengan akurat
dan lengkap (tuna wismal;

b. Menyiapkan rencana pengembangan perumahan dan  kawasan
permukiman di daerah sebagai acuan seluruh stakehalder;

¢. Pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di
daerah termasuk penerapan hunian berimbang;

d. Mempercepat proses perizinan (PBG, SLF, KKPR];

e. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung
terwujudnya perumahan bagi MBER;

f. Penghapusan BPHTB, dan meringankan retribusi perizinan;

g. Harmonisasi dan penyempurnaan peraturan daerah;

h

. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan dan kawasan permukiman;

sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Swasembada Pangan Untuk Mendorong Kemandirian Bangsa

Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD
Tahun 2025 dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan
kewenangan di daerah antara lain mendorong dalam upaya peningkatan
produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian.

Selanjutnys, dalam mewujudkan swasembada pangan di  daerah,
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Keta juga melakukan
pengawasan dan pengendalian harga pangan di daerah, antara lain:




T

a, Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah;

¢, Monitoring harga pasar dan ketersedisan pasokan, operasi pasar,
sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan;

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Mlokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

Penyediaan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah
Rp210.111.005.423,00 atau 36,00% dari total Belanja Barang dan Jasa
sebesar Rp583.653.204.685,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025, belum memenuhi alokasi anggaran Penggpunaan Produk Dalam
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana
diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30
Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka
Menyvukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/8) dan Nomor 1 Tahun 20232
tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangge Buatan
Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Dacrah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus
meningkatkan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat
puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar
Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022
dan butir 5.2.5.5.5.a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024,

. Sinkronisasi dan Dukungan Kebijakan Pembangunan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kebijakan Pembangunan Nasional
Tahun 2025,

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah
pusat bertujusn memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam
rangka penvelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan
nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan
antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan antar pemerintah
daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan
EKFD.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memuat sasaran, arah
kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran
pelaksanaan Rencans Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2025-2020 sebapaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. RKP dimaksud merupakan upaya dalam menjaga
kesinambungan pembangunan terencana dan  sistematis | serta
menvelesaikan isu permasalahan masing-masing maupun seluruh
komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagal sumber daya yang
tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir
meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Tema RKP tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhen Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan® yang dapat menjadi jembatan untuk menjaga
kesinambungan pembangunan serta mengakomodasi atau
memprioritaskan program-program presiden terpilih. Untuk menciptakan
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fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta
untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan
prioritas nasional sebagai berikut:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
(HAM].

b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi
Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru,

c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan
Kerja vang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan
Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra
Produksi Melalui Peran Akuf Koperasi.

d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains
Teknologi, Pendidikan, Keschatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan
Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial
dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.

¢. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber
Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Neger.

{ Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,
Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, secrta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi
dan Penyeludupan.

h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan
Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat
Beragama untuk Mencapai Masyarakat vang Adil dan Makmur,

Berkaitan dengan hal tersebut, dukungan alokasi anggaran dalam
Rancangan Peraturan Daecrah Kabupaten Lima Puluh
KotatentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang tercantum dalam
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kena
Pemerintah Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024, Prioritas Nasional Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah
b lin B
Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun

2025
: Raslo
Pricoritas Nasional R_PATEE? i Terhadap
— P Belanja Dasrah
Memperkuat ketsbanan ekenaomi untak
periumbuhan berkualitos dan berkeadilan e i Gi =R
Mengembangkan wilayah untulk mengurang
“ kesenjangan dan menjamin pemeratasn M7 730, 45000 B 0% |
Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas
A der berdayi. saing B5.150.122.408 6,454
4 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 17.916.658.883 1,36%
| Memperkuat infrastuktur unok mendulung
o pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.5%2, 293920 b
Membangun Engkungan hidup, meningkatlkan
& kiztahanan bericana dan pesabahan Urtim 1.553.683, 143 0,12% |
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan
i trunsformasd pelavanan publik 183.677.547.582 e
Jumiah Alokasi Anggaran dalam R-APBD 1.319.728,998.153 100,00%
Total Belanja Dacrah 1.319,728.998,163
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9, Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Polole Kebijakan Fiskal (KEM
PPKF) Nasional Tahun 2025

Selain RKP, Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan
Pokok-Pokok Kehbijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2025 yang
memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu
acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA. 2025
Penyelarasan dengan KEM PPKF dapat meningkatkan sinergisitas
kebijakan fiskal nasional.

Kebijakan Fiskal 2025 diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas
2045 dengan kondisi APBN yang sehat dan diselaraskan dengan dukungan
dari pemerintah daerash melalui APBD untuk mencapai target
pembangunan yang telah ditetapkan dengan menerjemahkan arah
kebijakan nasional ke dalam strategi kewilayahan. Beberapa peranghkat
kebijakan telah disiapkan untuk mendukung penguatan sinergi fiskal
terscbut antara lain melalui penyusunan KEM PPKF Regional, Pengelolaan
Risiko Fiskal Daerah, Pembangunan Indeks Regional Well-being, dan
Sinergi Bagan Akun Standar,

Tema KEM PPKF TA 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan™. Untuk mempercepat akselerasi transformasi
ekonomi maka dalam jangks menengah pemerintah juga mendorong
penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur,
dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.

Strategi jangka pendek diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Maju
2045 melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan Well-being, dan
konvergensi antar daerah. Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan
ekonomi daerah, Pemda diharapkan terus meningkatkan belanja produktif
melalui peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk
mendukung akselerasi pembangunan dan melakukan efisiensi belanja
operasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan pendapatan,
optimalisasi PAD periu dilakukan utamanya melalui perbaikan administras:
perpajakan daerah dan terus melakukan penggalian potensi.

Selanjutnya, untuk aspek penguatan Well-being dilakukan melalui
kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD} yang asimetris dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik setiap Pemda dan
penguatan terhadap earmarking TKD dan Pajak Daerah dan Retribus
Daerah (PDRD] serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan mandatory
spending agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ckonomi.

Adapun, untuk aspek konvergensi daerah, diharapkan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota dapat melakukan penguatan kerjasama antar
daerah sehingga dapat lebih terlibat dalam pemenuhan global supply chain
melalui pengembangan sentra eckonomi baru. Selain itu, dengan
pengembanpan desa mandiri diharapkan dapat lebih mempercepat proscs
kkonvergensi antar daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, persandingan keselarasan antara target
Kinerja Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Target
Kinerja Ekonomi Makro Provinsi dan Nasional disajikan pada Tabel di
bawah ini:
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Tahel &

Daftar Keselarasan Hasil Persandingan Kerangka Ekonomi Makro
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keranghka Ekonomi
Makro Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Targer | Target |
Target Herangha HKernmpl Target Keranphs Kernngka
Ehkonedl Masional | Ekonomi Mekeo | Eloomi Makro Ekonomi
P Indikmtor Kerangla Dl Kb /Kaota Kakh fKata Pada Makra Ket
e Ekonomi Makro Pemutakhiran Sesuni Perubahan Kab, Kna
KEM-FPRF Tahu Perubahan KUA-FPAS TA. Begual EEKFD
A028 REFD Tahun 025 Provins
2035 Tuhun 2028 |
(L ] £3) i {5 {0] 7]
Permumbabian il ek
i ﬁ“mmj H-H Bl~5.5 472 472 487 ki
"5 | Tingkst Penganggurasn
& Terbiaka £ 45-60 b 2ET 363 u‘ia:;ia
> e I Tid
a. Ragio Grind 0,379 -0 383 0,225 07315 0,205 laras
indek Pembangunan .
3. Marussin [TPM) Ticlak ada dars D
2 L Tidak
5 'Fi.ngkﬂ.'l. I-.-:mu_.l?nnn ol 70 -80 6,52 .52 A5 Nitiin
o F_..L‘;“‘““"‘“ Envial GRK Tidak ada dats | Tidak adndam | Tidak ads deta | Tidak ada dets |

10.Sinkronisasi daan Dukungan Kebijakan Pembangunan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025,

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota telah menyatakan dukungan alokasi anggaran belanja daerah
untuk mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 7

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Prioritas Pembangunan

| RPAPBD Tahun | . R0
Mo Priorras Provinsl Anpraran 2035 Tghm.lp
elanjs
(Fpl Dierah 194
W Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia yang
_l irergy Sasssice ey i Birdue 3t 183 E54 093608 13,93%
Meninglcathan tata kehidupan sosal
2 | berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara’, Sy’ 16818576411 1.27%
Brasandi Kitabullala
Memmgkatlan  niad  tRwbahl dan produlktilitas y
3 | pertanian, perkebunan, peternakan dan perikenan STRE00Y.A0 ik
Meningkaikan usahs perdagangan  dan  indsstnl
_4 kecil/meneagah serta r}n-unumﬁ;}ubuia digytal fibiscdanhikin S
Meningkathan ekonomi ke iz berdoya  Saing
A _I_ E sitaataan : BET.THD AN 0, 05%
etinpkeatkan 'P'tmhn:n,g:l.mm Ifrastmokiar . yang
L] hﬂ'h:nd.l]mj. din berkelsrjutan XT.621.467.340 2.05%
Meninghkatkan kuatbias tata keiola  penyelengEarann
7 | pemenntahen daerah vang bersih, akuntabel serta 1.086,243.965.947 82.51%
berkualitas
Jumiah Alckasi Anggaran dalam R-PAPRD 1.319.728.9698.153 100,00%
| Total Boelanja Daerah 1.319.728 998,183 ‘|

Berdasarkan RKP Tahun 2025 dan KEM PPKF TA. 2025 dan Perubahan
RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota agar meningkatkan sinergi dan penyelarasan kebijakan
pemerintah  dacrah dengan pemerintah pusat, guna mendukung
pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan
utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional dalam rangka
mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Provinsi Sumatera
Barat pada tahun 2025 scbagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 109 Tahun 2024, meliputi:
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i, Mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Bumatera Barat sebesar
4,69% s/d 5,19 %.

ii. Menurunnva tingkat kemiskinan wilayah Sumatera Barat schesar
4 50% s.d 5,1%; dan

iii. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera Barat
schesar 5,37% s.d. 5,76%.

iv, Meningkatkan kualitas Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi sebesar
0,57.

v. Menurunkan Rasio Gini menjadi 0,274-0,279.

B. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Terhadap Kebijakan
Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan
Prioritas Daerah Tahun 2025 sebagaimana Tabel sebagai berikut:
Tabel. 8
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

e

Fas
. o Jumial Ferubahan Techad
Ho Prioritas Daerah Angperan 20025
iR Belanga
[Dperal
1 Pengembangan Masyvarakat Madani 1 2B3.000 025 005 = et
2 Pengembangan portanian dan perikanan 4 8072 604,397 0,36%
| menuju agribisnis
3 Pariwisata dan peningkatan ekomnom 4.993.652.300 0 37%
masyarnkal b
4 Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak 2,425,820, 560 0.18%
Peninglkatan Pembangunan  Infrestrakiur
5 ity ) 2-1.4"51?.394-'}:]1 1.B5%,
Jumlah Alokas] Anggaran dalam APBD 1.319.728.998.153,00 100,00%
Total Belanja Dacrah 1.319.728.908,153,00

Berdasarkan tabel schagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota harus menyelaraskan alokas anggaran dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 dengan Prioritas Pembangunan Dacrah berdasarkan
Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, dan

mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dolumen yang
tercantum dalam SIPD RILL

C. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan
pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan, sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penvediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang besarannya
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
{mandatory spending), sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan.

Penyediaan anggaran untuk fungsi  pendidikan tetap schesar
Rp562.204.999.540,00 atau 42,60 % dari total belanja daerah dalam
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Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APED Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN {di Dinas Pendidikan)
sebesar Rp442.619.515.865,00.

b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
sebesar Rp3.570.168.000,00;

¢. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sckolah RpZ, 156.400.000,00
Pengelolaan Dana BOS Sckolah Dasar sebesar Ep36.733.670.000,00.

d. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD sehasar
Rp130.809.000,00;

e. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA sebesar Rpl.292.854.902,00;

{ Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
sebesar Rp16.909.410.000,00;

g. dan seterusnya.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-
kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah scbhagaimana
maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistern Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah
dergan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikandan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2024,

Untuk itu, Pemerintah Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota harus
mempertahankan sccara  konsisten dan  berkesinambungan dalam
mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
208 (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 scbagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang diprioritaskan
penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan
melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Lima
Puluh Kota dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai
sub kegiatannya.

Penetapan besaran standar satuan harga untuk itenaga pendidik
berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Wali Kota/Bupati
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selanjutnya, dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk
fungsi pendidikan harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja
sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutskhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

. Alokasi Anggaran Untuk Belanja Infrastruktur Publik

Peniyediaan anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang




b

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 scbesar Rp201.477.653.660,00
atau 17.52 % dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau
transfer Kepada Daerah danj/atau Desa sebesar Rpl.149.642.353.736,00
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APED Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar
Rp3.570.168.000,00;

b. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sebesar
Rp44.737.593,779,00;

Rekonstruksi Jalan sebesar Rp5.774.128.975,00;
Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp3.184.888.1835,00;
Pembangunan Jembatan sebesar Rp2.219.580.680,00;

Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana

olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan,
dan Pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
sebesar Rp3.906.191,500,00;

g. Pengembangan Puskesmas sebesar Rp3.587.2 19.400,00;
h. dst.

Belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur
Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total
belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah
dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang APBD Tahun 2023,

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus
mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastrukitur
Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total
belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada
Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun 2025 paling lama 5 (lima) tahun
terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan,
sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
dan butir 5.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut
dilakulan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan
minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam
rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan
kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Selanjutnya, dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk
belanja infrastruktur pelayanan publik harus dialihkan ke dalam rincian
objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.15,5-3406 Tahun 2024.

. Alokasi Anggaran untuk Belanja Pegawai

Penyedinan anggaran Belanja Pegawal Rp787.689.897.939,00 atau 59,69%
dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja pegawai di luar tambahan
penghasilan puru, tunjangan khusus guru, tunjangan prefesi guro dan
tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentulcan
penggunaannya Rp641.871.980.838,00 atau 48,64% dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,

LR = R
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Alokasi anggaran tersebut belum memenuhi ketentuan alokasi belanja
pegawai, diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru,
tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya vang bersumber dari
TKD yang telah ditentukan penggunaannys paling tinggi 30% (tiga puluh
persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus
mempertahankan/mengupayakan secara lerus menerus dan konsisten
dalam mengalokasikan anggaran belanja pegawai diluar tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus gurd, tunjangan profesi guru dan
tunjargan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan
penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara bertahap dalam
waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022, schagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022, butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

. Alokasi Anggaran Belanja yang Bersumber dari Pendapatan Pajak Daecrah
Dan Retribusi Daerah (PDRD) vang Ditentukan PengEunaannya

Sesuai data pendukung yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota mengalokasikan belanja daerah dari Pendapatan Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (PDRD) yang Ditentukan Penggunaannya dalam
Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 scbaga berikut:

a. Alokasi Belanja dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang ditentukan
Pengeunannya

Penyediaan alokasi belanja yang bersumber dari Opsen Pajak
Kendaraan Bermotor wang ditentukan Penggunannya sebesar
Rpl.850.529.000,00 atau 10,95% dari target pendapatan Upsen Pajak
Kendaraan Bermotor sebesar Rpl16.901.740.356,00 pada beberapa sub
kegiatan yaitu

1] Rekonstruksi Jalan sebesar Rpl.550.000.000,00 pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor sebesar Rp261,600.000,00 pada Dinas Perhubungan;

1} Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor sebesar Rp38,929.000,00 pada Dinas Perhubungan.

Sudah sesuai dengan ketentuan dimana Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota wajib menganggarkan scbesar 10% hasil penerimaan
Pendapatan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan
jalan serta peningkatan moda sarana transportasi umum sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nemor 22/KM.7/2024
tentang Penandasn Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan
Fajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunasnnya Untuk Evaluasi
Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan
Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005,

b, Alokasi Belanja dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (FBJT) Tenaga
Listrik vang ditentukan Penggunannya.

Penyediaan alokasi belanja yang bersumber dari Pajak Barang dan Jasa
Tertentu (PBJT] Tenaga Listrik yang ditentukan Penggunannya sebesar
Rpl.511.118.066,00 atau sebesar 10,15% dari target pendapatan Pajak
Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik sebesar
Rpl4 892.082.796,00 pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan sebesar Rpl.511.118.066,00.

Sudah sesuai dengan ketentuan dimana Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota wajib menganggarkan sebesar 10% hasil penerimaan Pajak




-

Barang dan Jasa Tertentu (PBJT] Tenaga Listrik untuk penyediaan
penerangann jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan
infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas
konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 22/KM.7 /2024
tentang Penandaan Rincian Belanja Daecrah Dari Hasil Penerimaan
Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi
Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan
Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

c. Alokasi Belanja dari Pajak Air Tanah (PAT) yang ditentukan
Penggunannya.

Penyediaan alokasi belanja vang bersumber dari Pajak Air Tanah (PAT)
vang ditentukan Penggunannya sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target
pendapatan Pajak Air Tanah (PAT) sebesar Rp 100.000,000,00,

Tidak sesuai dengan ketentuan dimana Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota wajib menganggarkan sebesar 10% hasil penerimaan Pajak
Air Tanahuntuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah
kab/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah,
meliputi: penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapar,
pelestarian  hutan atau pepohonan dan pengelolaan  limbah
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nommor
22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil
Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya
Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,

d. Alokasi Belanja dari Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditentukan
Fengpunannya

Penyediaan alokasi Belanja yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok
vang ditentukan Penggunannya sebesar Rp9.918.423.200,00 atau
49,52% dari target pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar
Rp20.028.384.550,00 antara lain pada sub kegiatan Pengelolaan
Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp9.918,423,200,00,

Belum memenuhi ketentuan dimana Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota wajib menganggarkan sebesar 50% dari target Pendapatan
Bagi hasil Pajak Rokok dimana 75% porsinya (atau 37,3%| untuk
pembiayaan jaminan sosial melalui BPJS dan 25% (atau 12,5%) sisanya
untuk Penegakan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam heputusan
Menteri keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian
Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah
Ditentukan Pengpunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib
dalam APBD dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15
tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025.

[fntuk ftu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar menyesuaikan
penandaan sub kegiatan yang sumber dananya berasal dan Bugi Hasi
Pajak Rokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Rancangarn
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan AFED
Tahun Anggaran 2025,

D). Pendanaan pelaksansan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar
dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediann alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang Perubahan AFPBD Tahun Anggaran 2025, untuk
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pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berilut:

1. SPM bidang Pendidikan
Alokasi anggaran wuntuk belanja SPM  bidang Pendidikan sebesar
Rpl5.835.539 400,00 atau 2,95% dari total belanja Urasan Pemerintahan
Bidang Pendidikan Rp537.359.569.965,00. Alckasi anggaran untuk belanja
SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Pendidikan
kewenangan Kabupaten /kota sebagai berikut:
a. Angka Parlisipasi Sckolah dianggarkan sebesar REp 9.591.166.400,00

b. Literasi dan Numerasi dianggarkan sebesar Rp3.143.414.800,00.

c. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas dianggarkan sebesar
Rp730.148.400,00 .000.000,00.

d. Kekhususan PAUD dianggarkan sebesar Rpl,.794.596.600,00.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk

memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar

Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan, Riset

dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan

Minimal Pendidikan. yvang terdiri dari:

1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan
Anak Usia Dini,

2] 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan
dasar.

3} 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan
dasar dan menengah vang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

2. SPM Keschatan
Alokasi anggaran untuk belanja 5PM Kesehatan sebesar Rp3.820.973.150,00
atau 1.47% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Keschatan
Rp357.565.562 893,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Kesehatan kewenangan
Kabupaten/kota diantaranya sebagai berilkut:
a. Pelavanan Kesehatan lbu Hamil dianggarkan sebesar Rp186.055.000,00;

h. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar dienggarkan scbesar
Rp135.960.000,00;

¢. DPelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, dianggarkan sebesar
Rpl174.802.000,00

d. Pelayanan Keschatan Pada Usia Lanjut, dianggarkan sebesar
Rp5.960.000,00

e. Pelayanan Keschatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi,
dianggarkan sebesar Rp36.275.000,00

f. Pelayanan Keschatan Penderita Diabetes Melitus dianggarkan sebesar
Rpl22.658,000,00;

g. Pelayanan keschatan crang dengan gangguan jiwa berat dianggarkan
sebesar Rp30.600.000,00;

h. Pelavanan  kesehatan orang terduga  tuberculosis  scbesar
Rp50.706.000,00;.

i. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi  virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency
Virus] tetap sebesar Rp104.971.250,00

j. Pelayanan Kesehatan Ihu Bersalin, dianggarkan sebesar
Rp79.574.000,00

k. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, dianggarkan scbesar
Rp30. 150,000,00




e &
l. Pelayanan Kesehatan Balita dianggarkan sebesar Rp112.175.900,00

agar ditingkatkan alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan
vang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventil serta
memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang
Keschatan. Selanjutnya terhadap layanan dasar pada poin huruf b tersebut
di atas, yang belum ada anggarannya, maka Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota wajib menyediakan alokasi anggaran yang memadai bag
pelaksansan layanan dasar tersebut, sebagaimana maksud Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
5C Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomeor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk memenuhi indikator
pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten /(kota yang terdiri dari:
1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.

2] 100% ibu bersalin vang mendapatkan layanan keschatan,

3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.

4) 100% balita vang mendapatkan layanan kesehatan.

5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan
layanan kesehatan.

B] 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan
kesehatan.,

71 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan keschatan.

B} 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan
keschatan.

9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus vang mendapatkan
layanan keschatan.

10)100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani
kesehatan.

11}100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan
keschatan.

12)100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan
dava tahan tubuh manusia (Human [mmunodeficiency Virus) vang
mendapatkan layanan kesehatan.

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja BSPM  Pekerjaan Umum sebesar
Rp2.499.000.000,00 atau 8,75% dari total belanja Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp28.566.300.204,00
Alokasi anggaran untuk belanja SPM terscbut dialokasikan untuk layvanan
dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kewenangan
Kabupaten /kota sebagai berikut:

a. Pengelolaan dan Penpgembangan Sisterm Penyeriaan Air Minum [SPAM)

sebesar Rpl.593.000.000,00.

b. Penvediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebesar
Rp206.000.000,00.

agar ditingkatkan alokasi anggarannya untuk memenuhi mutu pelayanan
setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29 /PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memenuhi indikator
pencapaian SPM  Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
kewenangan Kabupaten /kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara vang memperoleh kebutuhan pokok air minum

sehari-hari.
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2) 100% warga negara yvang memperoleh layanan pengolahan air limbah
domestik.
4, SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat semula
sehesar Rp200.000.000,00 berkurang sebesar Rp(14.309,300,00) menjadi
sebesar RplB5.690.700,00 atau 24,26% dar total belanja Urasan
Permnerintahan  Bidang Perumahan dan Kawasan  Permukiman
RpTH5.353.200,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM  tersebut
dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Perumahan Raliyat dan Kawasan
Pemukiman kewenangan kabupaten /kota sebagai berikat:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yvang layak hunmi bag korban
bencatia kabupaten/kota, dianggarkan semula sebesar
Rp200.000,000,00 berkurang sebesar Rp(14.309.300,00) atau turun
(7.15)% menjadi sebesar Rp185.690.700,00.

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sebesar
Rp0,00 atau tidak dianggarkan.

agar ditingkatkan alokasi anggarannya untuk memenuhi mutu pelayanarn
setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Perumahan Rakvat dan
Kawasan Pemukiman. Selanjutnya terhadap layanan dasar pada poin
angka b tersebut di atas, yang belum ada anggarannya, maka Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota wajib menyediakan alokasi anggaran yang
memadai bagi pelaksanaan layanan dasar tersebut, sebagaimana maksud
Peraturan Pemerintah Momor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nemor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Tekmis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk
memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman kewenangan Kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara korban bencana yang mempercleh rumah layak

huni.

2) 100% warga negara vang terkena relokasi akibat program pemerintah
daerah Kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan ramah
vang layak huni.

9. SPM Trantibumlinmas
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Trantibumlinmas semula
sebesar RpS5.537.201.603,00 atau 34,79% dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Hetertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat Rpl5.916.144.327,00. Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang
Trantibumlinmas kewenangan Kabupaten/kota sebagai berikut:
a. Pelavanan ketentraman dan ketertiban Umum dianggarkan sebesar
Rpl.198,727.854,00.

b. Pelayanan  informasi rawan  bencana  dianggarkan  sebesar
Rp350.000.000,00.

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
dianggarkan sebesar Rpl.392.809.724,00.

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dianggarkan
scbhesar Rpl14.395.000,00.

e, Pelayvanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dianggarkan
sebesar Rp2.581.269.025,00,

agar ditingkatkan slokasi anggarannya untuk memenuhi mutu pelayanan
setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Trantibumlinmas,
sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi/Kabupaten/kota untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Bidang Trantibumlinmas kewenangan Kabupatenkota yang terdiri dari:
1) 100% warga negara yang memperoleh lavanan akibat dari penegakan
hukum perda dan perkada.

2) 100% warga negara vang memperoleh layanan informasi rawan
bencana.

3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana.

4] 100%warga negara vang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana.

5] 100%%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan
evaknasi korban kebakaran.

6. 5PM Sosial
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rpl.014.371.420,00
atau 14,58% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
sebesar RpH.958.325.001,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Sosial kewenangan
Kabupaten/kota sebagai berikut:
a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar
Panti Sosial dianggarkan sebesar Rp704.154.499,00,

b. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/kota,
dianggarkan sebesar Rp310.216.921,00,

agar ditingkatkan alokasi anggarannya untuk memenuhi mutu pelayanan
setiap jenis lavanan dasar pada SPM Bidang Sosial, sebagaimana maksud
Peraturan Pemerintah Nomeor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosialuntuk memenuhi indikator pencapaian
SPM Bidang Ssial kewenangan Kabupaten/kota yang terdiri dari:

1] 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan

rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.

2] 1004 warga negara anak ielantar mendapatkan rehabilitasi sosal
dasar anak telantar di luar panti.

3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi
sosial dasar lanjut usia di luar pant.

4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar pant.

5] 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan
dan jaminan sosial,

Berkaitan dengan alokasi anggaran urtuk pendanaan pelaksanaan Urusan
Permerintahan Wajib ferkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan S5PM, di mana
masih terdapat layanan dasar yang belum ada anggarannya yaitu ferkall
SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Fasilitaso

penyedioan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib menyediakan

alokasi anggaran yang memadal dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
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dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemeriniahan Wajib terkait
pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud f"ugai!
208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal
49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Apabila Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak menyediakan
alokasi anggaran untuk seluruh layanan dasar terkait pemenuhan
Standar Pelayanan Minimum (SPM), maka unfuk penerbitan nomor
register Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 wajib
menyampaikan Surat Pernyataan  Kepala Daerah  perihal
ketidaksanggupan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran
bagi layanan dasar untuk pemenuhan SPM dimaksud.

. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Fancangan
Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan
APED Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan,.

Penvediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota sebesar Rp4.064.083.310,00 atau 0,31% dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
APBD Tahun 2025, vang diuraikan sebagai benlut:

a, Alokasi belanja gaji dan tunjangan (di luar TPF) pada SKPD Inspektorat
Rp5.437.285.199,00 atau 0,41% dari total belanja dacrah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBD Tahun 2025;

b. Alokasi belanja tambahan penghasilan pegawal ASN pada SKPD
Inspektorat Rp3.194.942.646,00 atau 0,24% dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh HKota
tentang Perubahan APBD Tahun 2025;

Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk
pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan
serta belanja tambahan penghasilan pegawai ASN Rp4.064.083.310,00,
atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun 2025 sesuai maksud
butir 5.3.33.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024, yang antara lain tercantum pada:

a. Sub  Kegiatan Pengawasan Keusngan  Pemerintah  Daerah
Ep568.200.000,040,

Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Dacrah Rp67.350.000,00;
Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Rp342.600.000,00;
Sub Kegiatan Pengawasan Desa Rp214.500.000,00;

Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK Rl dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp 06.970.000,00;

f. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp261.600.000,00;

Belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan
dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota sekurang-kurangnya sebesar 1,00% (safu koma nol persen/) dan
total belanja daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Eota hars
menambah anggaran untuk pengawasan dan mengupayakan secara terus
menerus dan konsisten dalam mengalokasikan pemenuhan alokasi
anggarandalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada

-
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inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sekurang-
kurangnya sebesar 1,00% (satu koma nol persen) dari total belanja daerah
tidak termasuk belanja gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD
Inspektorat, sebagaimana maksud butir 5.3.33 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yaitu terdapat selisih kurang
sebesar Rp9.046.884.393,08,

Selanjutnya, apabila Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum dapat
mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya
dengan jumlah minimal sesual peraturan perundang-undangan maka
Bupati wajib menyampaikaan surat pernyataan Bupati perhal
ketidaksanggupan dan komitmen untuk mengupayekannya di masa
mendatang dengan didukung surat pernyataan Inspektur Daerah yong
menerangkan bahwa alokasi anggaran yang disediakan dalarm Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 telah mencukupi untuk mendanai kebutuhan
belanja  bagi pelaksanaan program  dan kegiatan pembinaan dan
pengawasan, meliputi:

a, kegiatan pengawasan, yaitu:

1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk
pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan
oleh pemerintah pusatdan/atau pemeriksa kinerja;

2] Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan
daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana
kerja Perangkat Dacrah, Rancangan KUA dan PPAS, REA-SKPDy;

3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

4] Reviu Laporan Keuangan;

5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu
Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu,

pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender,
pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan

6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian
integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi
kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, ekselutif, aparat
penegak hukum, masyarakat umum), penilaian  mandiri
pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi
birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan
oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi
dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih
pungutan lar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian
kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
laporan/pengaduan  masyarakat yang berindikasi korupsi,
monitoringdan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan
APIP

b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas AFIF level 3,
maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan
manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan
profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta
bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.

c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengulaur beton
dan lain-lain;

sebagaimana maksud butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menter: Dalam

Negeri Nomor 15 Tahun 2024,
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2. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah
Penyedisan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dacrah sebesar Rp663.911.630,00
atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025, vang diuraikan ke dalam alokasi:

a. belanja pegawai pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp 4.903. 129 834,00 atau 0,375%
dari total belanja daerah, dan;

b. belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rpl06.700.000,00 atau
0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk
pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan
kompetensi penyelenggara pemerintah dacrah pada SKPD yang
menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan
diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Rp663.911.630,00 atau
0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun 2025 sesual maksud
butir 5.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024, yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN sebesar Rp229.105.000,00;
b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Rp59.331.000,00,

a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
Filihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan
Umum sebesar Rp33.500.000,00;

Belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi
ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah
Daerah, paling sedikit 0,16% [nol koma enam belas persen) dari total
belanja daerah, serta alokasi anggaran tersebut diluar belania pegawai dan
belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan  unsur
penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk
berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus
mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan
pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan  kompetensi
penyeleriggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam
belas persen) dari total belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja
pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Pulah Kota tentang Perubahan AFPBD Tahun Anggaran 2025,
sebagaimana maksud butir 5.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran untuk FKUBE semula scbesar Rp59.998,000,00
berkurang  sebesar  Rp(39.893.000,00)  atau (66,49%)  menjadi
Rp20.105.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memenuhi
amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
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Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah [badah, namun alokasi
anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan
merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Lima Puluh kota.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus terus
mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai guna
mendulkung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan
pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
politik melalui hibah sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/5] tanggal 25 November 2020
tentang Penvediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koerdinasi Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA),

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten /kota
semula sebesar Rp423.342.000,00 berkurang sebesar Rp(311.152,00) atau
(73,50%) menjadi sebesar Rp112.190.000,00 atau 0,01% dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada Sub
Kegiatan  Pelaksanaan Forum Koordinasi  Pimpinan Daecrah
Kabupaten /Kota sebesar Rp52.910.000,00 dan Sub Kegilatan Pelaksanaan
kebijalan di bidang kewaspadaan diri kerjasama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga Kkerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasiitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta
penanganan konflik di Daerah sebesar RpS58.280.000,00 dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 puna mendukung Peningkatan
efektivitas  FORKOPIMDA  Kabupaten/kota, FORKOPIMDA  hota,
FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan scbaga:
pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi  kewenangan
Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur,
Wali Kota,/Bupati, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan butir 5.3.1.a.4)i]. Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

5. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (TP-PKK].
Penyediaan anggaran untuk TP-PKK semula sebesar Rpl.442.343.000,00
berkurang scbesar Rp(62.014.500,00) atau [4,30%] menjadi  sebesar
Rp1.382.053.500,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/ kota melalai:

a) Upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga
dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada
SKPD vang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan
sosial dasar.

b Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melaln Pola
Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan
kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba,
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keluarga anti trafficking, dan keluarga yang melindungi anak darn
kekerasan seksual.

Mendorong upayva CGerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan
Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan
kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta
upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga,
dan perkoperasian.

Mendorong upaya penguatan ketshanan keluarga melalui Gerakan
Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman
dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produlctil
dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi
pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurang
angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan
pangan serta mendorong pengembangan rumah schat layak huni/tata
laksana rumahtangga.

Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Schat Tanggap dan
Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Fosyandu di
tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat keschatan dasar
seperti timbangan digifal untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer,
insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta
kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka
Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan
nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS],
peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang
tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, pemingkatan peranserta
masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga
dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh
dalam perencanaan keuangan sehat.

PemberdayasnKader PEKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10
{sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:

1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;

2} potong royong;

3] pangan;

4) sandang;

5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
6] pendidikan dan keterampilan;

Tl kesehatan;

8) pengembangan kehidupan berkoperasi;

9} kelestarian lingkungan hidup; dan

10) perencanaan sehat.

gl

Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK
Kabupaten/kota/Kabupaten/kota dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program,
kegiatan dan sub kegialan pada SKPD dengan berpedoman pada
klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga dapat
menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada
SKPD berkenaan dan dirinei menurut objek, rincian objek dan sub
rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk
mendukung upayva pendampingan keluarga dalam percepatan
peniurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 {sepuluh)
Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader
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PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga,
peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang,
dulkungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajman
rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-
PKK Kabupaten/kota/Kabupaten/kota, serta kegiatan lainnya.

i} Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas
SDM penerima hibah.
Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK
Kabupaten/kota tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2025 melalai program,
kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedeman pada butir
5.3.12.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2024,

Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia,

Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang
antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan,
Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebesar Rp254,958.100,00,
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman
pada butir 5.3.20.cLampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024,

Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum.

Penyediaan anggaran untuk Bantuan Hukum yang tercantum pada Sub
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum  sebesar Rp88.179.000,00.
Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anpgaran 2025, termasuk
diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu
pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir
5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh
Pemerintah Daerah.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pelaksanasn Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebesar Rp 198.544.000,00,

b. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka sebesar Rp638.563.200,00;

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politilk, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Dacrah, serta Pemantauan Situasi
Politikk di Daerah sebesar Rp1.921.510.000,00;

d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Rpl.043.222.104,00.

dianpgarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman
pada butir 5.3.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135
Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan BLUD.

Penvediaan anggaran vang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum

pada:
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a. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp30.331.897.942,00 atau 2.30% dari
total belanja dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

b. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp37.661.812.937,00 atau
2 85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2025,

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp 4.379.071.622,00
atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran
2025,

d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD scbesar Ep354.000.000,00
atau 0,04 % dari total belanja dacrah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran
20025,

e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar
Rp49.000.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
APBD Tahun Anggaran 2025,

disnggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir 5.2.7
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Terhadap alokasi anggaran belanja Pegawai BLUD sebesar
Rp30.331.897.942,00 agar dilakukan verifikasi Kembali oleh TAPD
terhadap Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang disampaikan atas
kebenaran penempatan rekening belanjanya, apakah di Belanja
Pegawai BLUD atau Belanja Barang Jasa BLUD.

10. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penyvediman anggaran vang bersumber dari Dana BOS, yang antara lain
tercantum pada:

a. Belanja Barang dan Jasa BOSP Rp37.439.120.548,00;

b. Belanja Hibah Dana BOS Rp5.368.030.000,00;

c. Belanja Hibah Dana BOSP Rp10.328.900.000,00;

d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Rp4.335.164.337,00;
e, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSF Rpb.648.175.113,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada
Pemerintah Daerahdan butir 3.3.2.1.3.2.g Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomeor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan
pemutakhirannya.
F. Alokasi Anggaran untuk sinergi Provinsi dan Kabupaten/kota dalam
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah Tahun 2023

dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinergl Pemungutan
Opsen Pajak Daerah.

Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinerg
Pemungutan Opsen Pajak Dacrah, khususnya PKB, BBNKB, Opsen PEB dan
Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar
menyediakan alokasi anggaran untuk sinergi Provinsi dan Kabupaten/kota
dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah
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Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 dengan alokasi anggaran sesual Peraturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2023,

Untuk melaksanakan kegiatan berupa:

1. Pertukaran data, rekonsiliasi data, dan/atau pemanfaatan data potensi

perpajakan, perizinan, serta data atau informasi lainnya vang terkait

dengan objek dan subjek pajak;

Pendataan objek dan subjek pajak;

Penagihan Pajak;

Pengawasan dan penelitian pajak;

Pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada

masvarakat, khususnya di bidang perpajakan;

KEWP,;

Sosialisasi;

8. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya
manusia di bidang perpajakan termasuk pelatihan dan pembinaan;

9, Penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga;

10. Penyediaan sarana dan prasarana pemungutan pajak; dan

11. Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka
mengoptimalkan penerimaan pajak.

Penyediaan anggaran untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan sinergi

Pemungutan Opsen Pajak Daerah, khususnya FKB, BBNKB, Opsen PKE dan

Opsen BBNKE tersebut di atas agar di sesuaikan dengan amanat Pasal 285

ayat (5) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah dimana:

1. Alokasi angaran Kabupaten/kota atas penerimaan Opsen PKB paling
minimal terdiri dari:

a. 1,25% dari penerimaan Opsen PKB yang lebih dari Rp20 Milyar;

b. 1,508 dari penerimaman Opsen PKB antara RplO Milyar sampa
dengan Rp20 Milyar;

¢, 1,75% dari penerimaan Opsen PKB yang kurang dari Rpl0 Milyar.

2. Alokasi angaran Kabuoaten/kota atas penerimaan Opsen BENEKB paling

minimal terdiri dari:

a. 1,25% dari penerimaan Opsen BBNKE yang lebih dari Rp20 Milyar;

b, 1,50% dari penerimaan Opsen BBNKB antara Rpl0 Milyar sampai
dengan Rp20 Milyar;

¢, 1,75% dari penerimaan Opsen BBNKB yang kurang dari Rp10 Milyar.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kelengkapan Evaluasi Ranperda

Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD TA. 2025, alokasi

anggaran vang disediakan untuk sinergi provinsi dan Kabupaten/kota dalam

rangka optimalisasi pemungutan Pajak Dacrah dan Sinergi Pemungutan

Opsen Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran yang untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan
Opsen Pajak Daerah yang berasal dari Opsen PKB dianggarkan sebesar
Rp248.442.900,00 atau 1,5% dari target pendapatan Opsen PKB sebesar
Rpl6.901.740.356,00 atau sudah memenuhi minimal alokasi.

2. Alokasi anggaran yang untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan
Opsen Pajak Daerah yang berasal dari Opsen BBNKB sebesar
Rpl136.405.000,00 atan 1,5% dari target pendapatan Opsen BBNKB
gebesar Rp9.000.000.000,00 atau belum memenuhi minimal alokasi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mempertahankan

alokasi anggaran untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak

Daerah vang berasal dari Opsen PKB dan mengalokasikan anggaran untuk

sinergi pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah yvang berasal dari

;o

e




- 38 -

Opsen PBBKB dengan menutupi selisih kurang anggaran sebagaimana
tersebut di atas.

V. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A, Jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKFPD, KFPUA dan
Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan
APBED Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel sebagai berikut:
Tabel ©

Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKFD,
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

| : P-REPT Perubahan KUA dan P-FPAS. | Rancangan P-AFED '
Ma. Uraian |
Junkah Pagy {Rp| listsibay Pagu (Rp) Jumiah B (Rp] |
1 Progriam 24T 047 347
3 | Kegiatai: oS 1316020567 262,00 [ 27 | 1.311.728.008.155.00 [ 4qy | 1.319.726.998.153,00
Sukb !
3| keglatan ore Y ST7

B. Berdasarkan tabel sebapaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang
diuraikan pada Kegiatan/Sub HKegiatan yang terdapat dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan AFBD
Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan KUA serta Perubahan FPAS
seluruhnya sudah terdapat dalam Perubahan RKPD.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus terus
menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah,
mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 scbagaimana maksud Pasal 265
ayat {3}, Pasal 310 ayat (1), ayat (2} dan ayat (3] Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023, Pasal 17 ayat {2) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4]
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90
ayat |[3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daecrah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus melalkukan
penyelarasan antara Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan
PPAS dengan KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan Perubahan KUA dan
Rancangan Perubghan PPAS vang telah dilakukan penilaian kesesuaian
tersebut dilakukan penvempurnaan dan selanjutnva dibabas serta disetujui
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bersama antara Kepala Dacrah dan DPRD untuk menjadi dasar dalam
penvusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 20235, sebagaimana
diasmanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan
yang belum tercantum dalam Perubahan REPL, Perubahann KUA dan
Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangarn
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan AFPBD
Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan harus
dialihkan untuk mendanai program, kegiotan dan sub kegiatan priorias
sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS pang Menunjang
pencapaian 17 ftujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi
atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangar.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanal ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggl setelah Perubahan RKFPD
ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan AFPBD
Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru
untuk selanfutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubohan APBD Tahun Anggaran 2025 sesual dengan
ketenfuan peraturan perundang-undangan,

V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1, Pengangpgaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara
rasional vang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan
memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019,

2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan
penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran, schagaimana maksud Pasal 28 ayat (1)
Peratiran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 202| tentang Tim Percepatan dan Perluasan
Digitalisasi Dacrah Kabupaten/kota dan Kabupaten/kota serta Tata Cara
Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana
maksud butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2024,

4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD] bertujuan untuk
memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah,
menvelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan fatau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat




- 40 -

sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan
berdasarkan tata kelola perusahasn vang baik dan memperoleh laba
dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggararn pendapatan Bagian Laba
atas Penyvertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan muodal
dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Dacrah.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota kepada BUMD wang kinerjanya belum memadai
\performance based), harus dilakukan antara lain langkah-langkah
optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, mengingat scluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan
dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota vang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan
perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Meclakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah
mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalul inovasi
kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi
dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus,
antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSF), Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD}, Dana
Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah
dan pendapatan lainnya yang pencrimaan pendapatannya tidak melalu
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya
dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau  pengesahan
pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penganggaran pendapatan dacrah yang memiliki karakteristik khusus
termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan
tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa
sesuai ketentuan Pasal 72 avat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Ferubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa yang
pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.

B, Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis,
abjek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan
pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
[SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD|] dan/atau Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

9, Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan
daerah vang sah vang diuraikan menuruat jenis, objek, rincian objek, sub
rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan
pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

10. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan
B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan
Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan AFBD Tahun
Anggaran 2025 semula sebesar Rpl.349.851.823.416,00 berkurang sebesar
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Rp[S9.049. 441 352,19) alau (4.44%,) meryjadi selesar
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam
Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut

1. Pendapatan Asli Dacrah (PAD)

Prnganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan  APBD  Tahun  Anggaran 2025  semula  sebesar
Rpl137.846.254.440,00 bertambah sebesar Rpl 1.586.0947. 797,00 atau
8,41% menjadi sebesar Rpl149.433.202.237,00 atau 11,52% darn
pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

Tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikat:

a. Realizsasi PAD per tanggal 02 Oktober 2025 Rp78.680,194.855,76 atau
57,08% dari total PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Keta tentang APBD Tahun Anggaran 2025
Rp137.846.254.440,00;

b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 Rp65.744.558.733,93 atau 96,78%
dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang APBD Tahun Anpggaran 2024 Rp67.929.260.956,36; dan

c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp59.943.839.179 64 atau 89,76%
dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp66.783.021.097,00,

Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota harus melakukan perhitungan kembali atas
target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan
memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi
makro, meliputi pertumbuban ckonomi dan tingkat inflasi yang
memengaruhi target PAD sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp61.932.116.163,00
bertambah sebesar Rpl.531.722.080,00 atau 2,47% menjadi sebesar
Rp63.463.838.243,00 atau 4,89% dari pendapatan daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan
sebagai berikut:

a) Pajak Reklame semula sebesar Rp 350.000.000,00 berkurang
sebesar  Rpi100,000.000,00] atau  [28,57%) menjadi sebesar
Rp250.000.000,00,

b) Pajak Air Tanah semula sebesar Rp 350.000.000,00 berlurang
sebesar  Rp(250.000.000,00) atau (71,43%| menjadi sebesar
Rp100.000.000,00.

¢) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap scbesar
Rp10.800,000,000,00.

d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (FBBFPZ|
tetap scbesar Rp3.403.576.091,00.

e] Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap
gsebesar Rp4,.340.000.000,00,




2)

. 7.

| Pajak Barang dan Jasa Tertentu semula sebesar
Rpl17.987.787.620,00 bertambah sebesar Rp585.734.176,00 atau
3,26% menjadi sebesar Rp18.573.521.796,00.

g)] Opsen Pajak Kendarsan Bermotor (PEB) semula sebesar
Rpl5.901.740.356,00 hertambah gebesar Rpl.000.000.000,00
atau 5,29 menjadi sebesar Rp16.901.740.356,00.

h| Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBENKB) semula
sebesar RpB8.704.012.096,00 bertambah sebesar
Rp295.987.904,00 atan 3,40% menjadi sehesar
Rp2.000.000.000,00.

Target Opsen PKB dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
semmula sebesar  Rpl5.901,740.356,00  bertambah  sebesar
Rpl.000.000.000,00 atau 6,29 menjadi sebesar
Rp16.901.740.356,00 dan target Opsen BENKE dalam Rancangan
Peraturan Daecrah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Ep8.704.012.095,00
bertambah sebesar Rp295,987.904,00 atau 3,40% menjadi sebesar
Rp9.000.000.000,00 tidak sesuai bila dibandingkan dengan
Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Syymatera Barat Nemor 973/30/RENBANG-BAPENDA /2024 Tahun
2024 tentang Proporsi dan Perkiraan Penerimaan Opsen Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB) untuk masing-masing Kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2025, dimana perkiraan Opsen PEKB Kabupaten Lima
Puluh Kota Rpl5.901.740.356,00 dan perkiraan Opsen BBREKB
sebesar Rp8.794.012.096,00,

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar
memperbalki kembali alokasi target Pendapatan Opsen FPRB dan
Opsen hingga penetapan Peraturan Daerah kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp40.316.844.857,00
bertambah sebesar Rp9.442.670.172,00 atau 23,42% menjadi
sebesar Rp49.759.515.029,00 atau 3,84% dari pendapatan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan
sebagai beriloat:

a) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp35.420.669.857,00
bertambah scbesar Rp9.218550.328,00 atau 26,03% menjadi
sebesar Rp44.639,220,185,00 atau 3,44% dari pendapatan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

b] Retribusi Jasa Usaha tetap sebesar Rp4.018.825.000,00 atau
0,31% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBED
Tahun Anggaran 2025; dan

¢] Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp877.350.000,00
bertambah sebesar Rp224.119.844.00 atau 2555% menjadi
sebesar Rpl.101.469.844 00 atau 0,08% dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025.

Realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah hingga tanggal
02 Oktober 2025 masih sangat rendah vakni sebagai bertkut:
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a) Realisasi pajak daerah baru sebesar 70,27% apabila dibandingkan
dengan target APBD TA. 2025 dan sebesar B8,57% apabila
dibandingkan dengan target Perubahan APBD TA. 2023,

bl Realisasi retribusi daerah baru sebesar 60,69% apabila dibandingkan
dengan target APBD TA. 2025 dan sebesar 49,17% apabila
dibandingkan dengan target Perubahan APBD TA. 2025,

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus
menghitung kembali dan merasionalkan besaran target pajak daerah
dan retribusi daerah vang secara realistis dapat dicapai pada akhir
tahun anggaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan
pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada hasil
pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta taril yang
telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak dacrah dan retribusi dacrah
vang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Lima Puluh
Kota serta mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta
potensi pajak dan retribusi daerah, yang mehput struktur ekonomi
daerah, proycksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan
pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandiran fiskal, tingkat
pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah dan
diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan
makro ckonomi yang mendasari penyusunan APEN dengan berpedoman
pada Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2024 serta butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi dacrah harus ditetapkan
dengan peraturan daersh yang menjadi dasar pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

1} Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuanpgan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan

2) Peraturan Pemerintah Nomor 353 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayvaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi
daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;

2} kebijakan fiskal nasional, sebagaimanamaksud Pasal 97 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 335
Tahun 2023;

3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan

4) pemberian insentif Pengurangan PBEKB untuk mendukung
operasional penggunaan alat utama dan komponen
utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan
menetapkan FBBKB paling tinggl sebesar 2% (dua persen).

. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
vang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan
modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
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Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula
gebesar Rp4.659.098.147,00 bertambah sebesar Rp185.300.073,0 atau
3,08% menjadi sebesar Rp4.B44.398.220,00 atau 0,37% dar
pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
diuraikan ke dalam objek pendapatan daerah Bagian Laba yang
Dibagikan kepada Pemerintah Daerah [Dividen) atas Penyertaan Modal
pada BUMD.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan ke dalam objek
pendapatan Bagian Laba atas Penyerisan Modal dalam Lampiran Xl
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan Hasil Penyertaan
Modal antara lain dari;

1| Bank Nagari sebesar Rp4.794.398,220,00 atau 20,33% dan total
penyertaan modal daerah sebesar Rp23.584.000.000,00;

2) BPR sebesar RpS0.000.000,00 atau 10,97% dan total penyertaan
modal daerah sebesar Rp455.650.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal
dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang
dipisahkan dan perolchan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat
lainnya dalam janghka waktu tertentu, antara lain:

1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa
deviden, bunga dan pertumbuhan nila: perusahaan daerah yang
mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka wakiu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4| peningkatan penyerapan lenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan; dan/atau

5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi
Pemerintaly Daerah;

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor a2
Tahun 2012, sebagaimana maksud butir 3.3.1.2 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga harus
lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke
arah peningkatan kinerja dalam perclehan bagian laba bagi Pemerintah
Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kotasesuai denpan tujuan penyertaan
modal dalam rangka meningkatkan PAD.

. Lain-lain Pendapatan Asl Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang
Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula scbesar
Rp30.938.195.273,00 bertambah sebesar Rp427.255.472,00 atau 1,38%
menjadi sebesar Rp31.365.450.745,00 atau 2,42% dari pendapatan




e

daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 20235

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek
pendapatan sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tetap sebesar
Rp650.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Dacrah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan butir 3.3.1.3.b.1)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tetap sebesar
Rp480.000.000,00.

3] Jasa Giro tetap scbesar Rpl.500.000.000,00, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada
Pasal 24 ayat (4] dan Pasal 31 ayat {4) huruf d Peraturan Pemerintah
Momor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan
Menter: Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

4) Pendapatan Bunga semula sebesar Rpl.081.380.000,00 berkurang
sebesar Rp{350.000.000,00) atau (32,37%) menjadi scbesar
Rp731.380.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Keota tentang Perubahan APBD Tahun
Anpgaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal
31 ayat (4} huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan
butir 3.3.1.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024,

5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Dacrah semula
sebesar Rpl.500.000.000,00 bertambah Rp350.000.000,00 atau
23.33% menjadi sebesar Rpl.850.000.000,00, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daersh Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Pernbahan APBD Tahun Anggaran 20235,

6] Pendapatan Denda Pajak Daerah semula tidak dianggarkan menjadi
sebesar Rpl45.805.800,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 20235,

7| Pendapatan dari Pengembalian tetap schesar Rpl144.485.130,00,
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Lima

Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan
Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar
Rpl.220.058.784.155,00 berkurang sebesar Rp(74.973.702.593,00) atau
(6,15)% menjadi sebesar Rpl.145.085.081.562,00 atau 88,31% dan
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pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APED Tahun Anggaran 2023.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
diuraikan ke dalam jenis:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar
Rpl.176.167.519.000.00 berkurang scbesar Rpi80.438.176.157,00) atau
(6,84%) menjadi scbesar Rpl.095.729.342.843,00 atau B84,50% dari
pendapatan daerah dari total pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objel
pendapatan:

1)

2

3

4)

3|

Dana Desa tetap sebesar Rp86.629.539.000,00 sesuai dengan
alokasi anggaran vang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor
201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi
Transfer ke Dgsersh menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan
Angparan Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rp86.629.539.000,00,

Dana Bagi Hasil (DBH] semula sebesar Rp27.382.245.000,00
bertambah sebesar Rpl117.241,000,00 atau 0,43% menjadi sebesar
Rp27.499.486,000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomeor 29 Tahun
2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah
menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 dalam
Rangka Efisiensi Belanja delam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp27.382.245.000,00.

Dana Alokasi Umum (DAU] semula sehesar Rp529.953.136.000,00
berkurang sebesar Rp(341.686.250,00) atau (0,05%) menjacdi
sebesar Rp629.611.449.750,00 sama dengan alokasi anggaran yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun
2025 tentang Penvesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah
menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 dalam
Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula  sebesar
Rp50.443.326.000,00 berkurang sebesar Rp({36.078.328.000,00)
atau (71,52)% menjadi Rp14.364.998.000,00 sama dengan alokasi
anggaran yang tercantum dalam eraturan Presiden Nomor 201
Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi
Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2025.

Dana Alckasi Khusus [DAK) Neon Fisik semula sebesar
Rp235.483.825.000,00 berkurang sebesar Rp(8.355.950.907,00)
atau (2,03%) menjadi sebesar Rp227.127.874.093,00 lebih besar
sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201
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Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Megara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi
Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan
Anpgaran Pendapatan dan  Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20235 sebesar
Rp227.127.874.093,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan AFBD Tahun Anggaran 2025 dan
disesuaikan dengan jumlah alokast anggaran yang tercantum dalam
Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan Keputusan Menten
Keuangan Nomeor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi
Transfer ke Dacrah menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran
2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 secbagaimana maksud butir 3.3.2.1
Lampiran Peraturan Menteri Dalum Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai
dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota agar melakukan penyesuaian atas
penggpunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD
berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024,
sebagaimana maksud butir 3.2.K Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2034,

Selanjutnya, Pemerintah Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota harus
menggunakan pendapatan  dana  transfer yang telah diarahkan
penggunaannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.1, butir 3.3.2.1.2,
butir 3.3.2.1.3.1 dan butir 3.3.2.1.3.2 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Dalam hal penganggaran Pendapatan Transfer dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan dana Treasury Deposit Facility
(TDF)], pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara non
tunai serta ditindaklanjuti denvan tata cara pengelolaan DBH dan atau
DAU melalui rekening TDF dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 sesual dengan keteniuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana maksud Peraturan Menteri Keuwangan Republik Indonesia
MNomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bag Hasil
Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai
Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility.

. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula schesar
Rp43.891.265.155,00 bertambah sebesar Rp5.464.473.564,00 atau
12,45% menjadi sebesar Rp49.355.738.719,00 atau 3,81% dari total
pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun 2025, yang hanya diuraikan ke
dalam jenis Pendapatan Bagi Hasil Pgjak yang diuraikan ke dalam
rincian objek pendapatan:

1) Pendapatan Bagi Hasil Pujak Kendaraan Bermotor semula tidak

dianggarkan menjadi sebesar Rp2.453.517.417,00.
2] Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor scmula
semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp471.435,303,00,
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3] Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
semula  sebesar  Rp23.944.183.973.00 bertambah  sebesar
Rp2.323.951.991,00 atau 0, 71% menjadi sebesar
Rp26.268.135,964,00.

4 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permmukaan semula sebesar
Rpl110.233.847,00 bertambah sebesar Rp24.031.638,00 atau
21,80% menjadi sebesar Rp134.265.485,00,

5/ Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok semula  sebesar
Rpl19.836.847.335,00 bertambah sebesar Rpl91.537.215,00 atau
0,97% menjadi sebesar Rp20.028.384.550,00.
Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah harus disesuaikan jumlah
alokasinya dengan mempedomani Surat Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 900.1.14.3/621 /Sekrt/ BPKAD,/ 2025 tanggal 18
September 2025 perihal Penyampaian Pagu Bagi Hasil Pajak Prov. Pada
APBD-P Prov. Sumbar TA. 2025 dimana jumlah alokasi Belanja Bagi
Hasil Pajak Provinsi Bagian labupaten/Kota se Sumatera Barat dan
Kurang Salur Tahun 2024 Yang Akan Dibayarkan Tahun 2025 dan
Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera
Barat Tahun 2025 khusus untuk Kabupaten Lima Puluh Keta, yaitu:
1] Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
Rp4.529.224 957 ,00.
2| Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Rp1.801.915.509,00,
3) Pendapatan Bagl Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaan Bermotor
Rp23.935.419.004,95.
4y Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Tanah Rp231.324.603,00.
5) Pendapatan Bag Hasil Pajak Rokok Rp20.028.384.550,00.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah semula tidak dianggarkan menjadi sebesar
Rp2.197.899,046,00 atau 0,17% dari pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025.
Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Lima Pulubh Kota tentang Perubahan AFPBD Tahun

Anggaran 2025, diuraikan ke dalam objek Pendapatan atas Pengembalian
Hibah.

V1. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menganggarkan
Belanja daerah disusun denpgan menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran
berbasis kinerja, scbagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap
perangkat dacrah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik
tiap-tiap urusan pemerintahan  yang difokuskan pada prioritas
pembangunan yang telah ditetapkan dalam REKPD serta tidak dilakukan
berdasarkan pertimbangan pemcrataan antar perangkat daerah atau
berdasarkan alokasi anggaran padsa tahun anggaran sebelumnya.

3. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota harus memfokuskan pencapalan target pelayanan publik dengan
menganggarkan program, kegiatun dan sub  kegiatan yang menjadi
kewenangan daerah untuk pencapuian sasaran pembangunan berdasarkan
skala prioritas dan kebutuhan dacrah yvang berorientasi pada pemenuhan




51 -

lcburuhan urusan pemerintalian wajib dan belanja Mardutory Sperding
zerta pemenuhen torgel Slandar Peluyanan Minimal [EPMI, lanpa harus
menganggarkan seluruh program, kuegiaran dan sub Kegiatan yang memngadi
kewerangan daerah seoapaimens maksud  butic 1 Lampran Peratucan
Benteri Dalam Negen Nemor 13 Talion 2024,

4 Pemerintah Dasrah Kabopaten Lima Polub Kota menetapkan targst capsian
Lincrs program. kegiatan dah sub kepiatan yang konkrit dan tiddak abxaerd
unruk tbelanja daerah, dengan  etap memperhatikan  rasa Leeadilan,
kepatutan, dan mantaat unfuk masyvaraksl sesual dengan ketentuan
perasuran perundeng-undangan, cofisicn, seonomis, efektif, ransparan, dan
hertanggzung jawab sebagaimana maksod butir 3.2.2.0 Lampiran Peraturan
sentert Lnlam Negeri Nocnor 15 Tulion 2024,

5 Dalamg rangks meningkatkan kuolitas belanja dalam APBD, Pemeorimiah
Dactah Kabupaten Lima Pulub Kola memprioritazkan slokasi anggaran
belanja pokok dibandingkan denpan slokasi anpgaran belanja penunjung
puna mendukung capaian  largel kinerjs program, kegiatan dan 1Lt
keglaton sebagaimana maksud Pasal & mmaf ¢ Lasapiran Peraturan Menter
Dalam Neweri Komor 15 Tahun 2024

B, Belanja Dacrah diuraikan menurul otEanisds discsuuikan denpan susunan
organisasi yang ditclapkan berdssarkan ketenTazn peraturan perundany-
undangar, sebagaimana maksud Masal 33 Peraluran Perneriniah Momor 12
Tahun 2014,

Belanja Dlaerab berpedunan pads standar howgs satian, analisis standar
bolanja, denfatau standar cknis schagaimana maksud budr 3.2.4.0
Lamppiran Persluran Memers Dalam Megeri Momer 135 Tahun 2024,

B, Umean Pemerincah NDacrah

Pengalokasian Relaga Meerah culan Roncangan Peraturan Daerah teniang
Perubahan Anpgaran Pendapatan dan Gelanya Daerab Kabupaten Lima Pulith
Kota Tohup 2025 yvang diuraikan scsasi 1MEan pemerintahan konkuren yang
menjadi  kowenangsn  pemerintat duetan Kabupaten Lima Pulubh Kota
disajikan pada tabel dibawah ini
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Berdasarkan tabel di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 sebagai berikul:

1. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakchir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,

2 Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehagaimana maksud Pasal 53
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objck Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

semula sebesar Rpl.447.885.018.926,00 berkurang schesar
Rp{119.176.395.140,13) atail sebesar {8,23%) menjadi sebesar
Rpl.328.708.623. 785,87, schagaimana Tabel sebagai berikut:
Tabel. 12
— Belanja Daerah -
T JUMLAH [HEREURANG) BERTABMEAN
URAIAN I } : i
I BEBELUM {Rp] ESESUDAH (Rp| - [Rp) *
[ 1 i 2 F | 4=32 5
| BELANJA DAERAH [ 1,379.588.285.556,00 | 1.319.728.995,153,00 | |59.859.287.403) | 100,00
BELANJA OPERAS] 1.062.469.226 208,00 | 1.062.950.737.195,00 481.510.990 | 80,54
[ Delnnjs Fegawni 794,085 545.585,00 787 6H9.EAT.030.00 | (606047 646) | 59,69
Belanja Barang dan Jasa 240.110.907. 143,00 443.067.908,179,00 2557.001,036 | 1842
Belanga Hibah IO O3ATION | 29.892.781.077,00 SOBTST600 | 237
Pelnnje Bantan Sosal 2.325.350.000,00 | 2,300, 150.000,00 (25,200,000 0,17
BELANJA MODAL 140,954 469.735,00  52.706.685.043,00 | (58.247.781.692) | 8,27
Belanja Modal tanah - U | 11 5.500.000,00 1.115.500.000 0,08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33,670,553 264,00 ' F7445.537 586,00 {5.725.01 5.682] 212
[ Belanjs Modal Gedunig dan ) N _ ' 2,482 842,036 =
Bangunan 3,521 071, 666,00 36,004 B 14602 00 -
Belarja Modal Jalan, Jartngan, dm seiifl| _ [49.220,395860) | ;oo
Lrups1 g 20 Gt S 13T, DL L TTA 11784 ﬂ,_l:ll:l e
Belanja Modal Aset Tetap Lainnys 13.739.431.101,00 E7U2068.01500 | [6947.363.080) | 051
| Belanja Modal Aset Lamnnya. 23 000.000,00 75.650,000,00 s2650.000 | 001 |
BELANJA TIDAK TERDUGA 2.500.000.000,00 S OB4.928.498,00 |  1.484.928.498 | 0,30
Belanjn Tidak Terduga 2,500.000.000,00 | 3.984.5928.458,00 454,928,408 | 0,30 |
BELANJA TRANSFER 173,664.589.6 16,00 [ 170.0B6.644.417,00 | (3.577.945.199) | 12,89
Helanga Bag Hasil & 7060201 16,00 & 706,029, 1 17,00 1 0,51
Helanjs Bantuan Keusngen 166,958, 550.500,00 | 163.360.615.300,00 | (3.577.045.000) | 1238 |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang

Perubahan APBED Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
Penyediaan ANEEATAT Belanja Operasi gemula  sebesar
Rpl.062.469.226,205,00 bertambah scbhesar Rp481.510.990,00 atau
0,05% menjadi sebesar Rpl.062,950,737.195,00 atau 80,54% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan AFBD Tahun Anggaran 2025, merupakan
pengeluaran anggaran untuk kegatan sehari-hari Pemerintah Daerah
vang memberi manfaat jangka pendek sehagaimana maksud Pasal 55
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang tercantum pada jenis belanja:
a. Belanja Pegawail
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Penvediaan anggaran belatjo popawdl yang antard lainy tercantum
pada

11 Gaji dan Tunjangan ASM

Penvediaan anpgasar Belonja Ciaji dan Tunjangan ASN semula
sebczar HpR22.815.454,. 154,00 berleurang schesar
Rp(12. 736, 80127 00 akms 2 139 rienjadi mehesar
Rp=10,118,570.266,08 aloy A8.65% dari tete] belanja daerah
elalumn Rancanpdn Persiuan Dasrah Kabupaten Lima Puluh Kola
tenlacy Perubahan APGO Tahun Anggaran 2025, diangearkan
dalam Rancungan Peraluvan Dasrah Kabupalen limea Puluh Kota
tentang  Perubahan  AFRD Tahuo  Anggaran 2025 dcngan
memperhilingkan repcon kenaiksn gail pokok dan funjangan
A3 serta pembenan paj ketge belas dan Tunjangan Hard Raya,
kebuluhan  penganeeatan Calon ASM sesual formasi pegaadl
Tatinn 2024,  kewwjiban  penpgajian penganpgkalan  Pegawad
Permerintah  dengsn Porjanjian Kerja  (FPPE]  pada  twhun
scholumeys  sesual dengan  kebijakan  formasi FFPE yang
ditctapkan, kebuluhan <enaiken gaji berkala, kenaikan paoghkat,
turjargan bee-luasgan dan T ER 3] pogavwal letipan
mernperhitungran ueress: vang besarnya maksimum 2,5% [chue
koma lima persen) dari jumlzh belanja pegawal untuk Eajl pokok
dun  tunjangan sebapaimoana maksod butir 34101 1a, butir
44 1. 1.4, dan batic 3.4 1.1,1.c Lampiran Persluran Menten
Dalam Megeri Nomor 12 Tabhuon 2024,

2| Belaya Jaminan Keschotan, Jaminen Kecelakaan Kerja, dan
Jamminan Kemaetiac

a. Penyedimen angescan Bolunja luran Jamensn Kesehatan ASN,
Pimpinan dan Arggoin DPELL secra KDHWKDH diuraikan
asbagal benkut:

11} Belanja Turan Juminan Keschatan ASN semula sebesar
R, BO9, 307 608 L0 bertambah sehesar
Rp5.417.814.572,00  atzu  23.73% mengadi sebesar
Rp2A.227. 187 27iLi0), yang diperuntukkan bam ASN dalam
Rancangan Perarcran Daerah Kabupalen Lama Fuluh Kota
tentang Perubahan APBD Tahwn anygaran 2025, sudah
memenuhi cmaras  ketenluan  peraturan perindang-
undasgan.  dimana  besaran  alokasi  anggaran  luran
Jaminan Keschalan ASN scharusnyva sebesar 4% dar
jumlah belanja paji lanjengen ASK HpB&7. 520453, 702,00
vaita sehesar Rp27.500878.11048  ateu ferdapat achisih
lebih sebesar Rp7 20 3091 54,52.

Perhitungan slukas Gelamja luran Jaminan Kesehstan AN
schapar berilaat;
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Ueiiak itu, Pemerinlah Dacrah Kabupeten Lima Paluh Kota
agar mempertabankan komitmen alokasi anggaran
aotuk  Juvan  Jaminen  Keseheataon bag ASN dalam
Ranuangan Perat_ran Daerah Kabupaten Luna Pululy Kota
tentang Pecubwhan APBD Talwun Anggaran 2025 dengan
memperhitungkan  jurmnloh kewgiban  pembayaran Tuean
Jaminan  EKcosrhatan  bag ASMN dimaksud  lermaswk
kewajiban - Tahuoo  Anggaran  sebelumnoya yang  bkelum
direalisasikan sepaila Badan Menyelenegara Jamiman Sasial
(BPJS] EKesehatan sebugaimana  diamanatkan  Undang-
LUndang Nomor 40 Talwn 2004 Aenlang Sistemn Jaminan
Sosial Masinnal, Undang Undong Nomor 24 Tehwan 2011
tentang Badan Pemvelsnpepara Jaminan Sesial, Pagal 30 dan
Pasal 33 Pergturas Presiden Nemor 82 Tsehun 2018
sebagaimuna teleh divkah beberapa kali terakhor dengan
Perwluran Presiden Momor 59 Tahun 2024, Deramaran
Menterd Dalam Begeti Homor 700 Tahun 20200 tentang
IPenvetoran luran Jominan Kesehasan bagl Peberja Penerima
Upah di ldingkunean Pemerintah [acrah  dan batir
2.4.1.1.1.c. ey mutic 341 10e Lampiran  Peraturan
Merter Dalam Nowerl Bomor 15 Tahoae 2024,

Gelanja aran Jaminan BEesebatan bagl OFRD telap sebosar
Bp72.000.000,00 vurg diperunlukian bagi Pimpinan dan
Angeota DPID dalamn Rancangen  Peraturan  Daerah
Kabupulen Li-na  Aulubh Kota  tentangPerubahon APBD
Tahun Anggaran 2023, Belum memenuhd beosaran alokasl
angueatan Iuran Jaminen Keschalan bag DPRD sehamisoya
sehegar 4% darl ‘umilah belanja gajl tunjangan Panpinan
dan angeoly PR sesoal kerentuan peratursan perundang-
undangan scharusnyva  sebesar RpB9, 19992364  atau
terdapat sclismh zuring sebesar RE(17 199,925,064

Perhitungan alocast Belama laran Janunan Kesehatan bagi
DPRT sebapga bt
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Utuk atw, FPomenuntat: Daerah labupaten Lima Puluh Eota
harus menycsusikan besaran alokasi anggaran unta<
[uran Jaminsn Keschalan bexl Pimpinan dan Angeota
DFRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kolaotencang Perubahan APBR Tahun Angearan 2025
sebagamana «ligmanaikan dalam Peraturan Pemerintah
Hotwor 18 Tatur 2017 tectang Hok Keusngan  dan
Adminiztracd 1mp.nan den Anggots Dewan  Perwakilan
Rakval heral selpobmana telah divbah dengan Peraturon
Femerintabh »omor | Tabi—n 2023 tentane Perubahan atas
Perarurat Peteritnzh Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Kcuangan dap Adoindstratil Pimpinan dan Anggets Dewan
Perwatilan  Hakorat  Lacrah, dengan memperhitunghkan
jumlah kewajiban pembavaran [uran Jarminan Kesehatlarn
bagi Fimpina:s deao Angeotz OPRED dimaksad  lermasul
kewajiban  Tahun  Acggaran  scheluomnya  yang  belum
direalisasikan  kenada BRI Kesehatan schagaimans
diamanatkan dalaps Lndang-1UTndang Womor 40 Tahun 2004
Lndaog-Usdeng Momor 24 Tahun 2011, Pesal 20 dan Pasal
33 Poraturan Prosiclen Motnor 82 Toln 2018 schagaimana
tah diubal heberapa kali terakhir dengan  Perataran
Fresiden Momor S0 mhun 2024, Peraturan Menterl Dalzan
Megcrli Momor 70 Tohun 20210 dan batic 304.1.1.1.d0 scrti
butir 3.2.1.1.1.e. Laafipiran Peraturan Menlen Dalam Negen
Nemor 12 Tuhun 2024,

(3} Belamja luran Jaminas Kesehatan bag KDH/WRDH wlap
sobosar ARV 165 CNL00, vanp  dipentukkan bag
KUH/WEDIL dzlae Raneangar: Peraturan Daerah
Kabupaten Limd Pulah Kota tenlang Perubahen APBD
Tahun  Anpparan 20253, belum  memenuhi  amanal
ketentaen peratursn perundang-undangan,  dimana
besaroan tlokuas arpearan furan Juminan Kesehatan bagl
KDI/WEKDLL sehorusaya schezsar 4% dam juenlah belanja
gaji  tuojonpan KR/ WIKOH  Hpl2d5.132.002,00  wailu
schesar RoG a03 UWAED atau  Lerdapat  selimbh kurang
sebesar Bp2. 240, 13449, 54)

Perhilwngan ilokiasi Belanja Turan Jaminan Kesehatlan bag
KD S WKIE seboma aerikal:
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| Ra | I{nmpnne.n Pechitungen ) Angguthn [Rp)
B pmponsn Perhitungeh B
a Dlanja Gy Mokl K011 W 021 T |l € 81 0,00
b, Brand T Az Krecotfa KLUL % LOET ' 9 454 Tl U |
L Helicgs Tum angan Jageiae KOS KOE 7 ' LG [ 2RI 2
I - Jomish Penurimasn T ) DAE. 135 063,00
3 Iutis ¥aHf Baruy dibayarkan (Jumlab Belagiu 3.4!5-'-] ‘?'.WE..!EE.H-‘J
. mul Belanjo Furae Jaminan Kess hatan KDH; WEBH pada 7 18K.133,00
i Selmn h o _ [3.240.140,52] |

Untuk itu, Memernman Daeralr Kabupaten Lima Puluh Bota
haris menyesuaikon begaran alobasi anggaran uncok
luran Jominan  kesehatan bagl KDH/WRLEH dalam
Rancangan Puratcran Docrah Kabupalen Lima Puluh Kota
wentang Purubahan APBD Tahun Anggaran 202353 dengan
memperhitinmgkan  jumlah  kowanban pembayaran furan
Jarninan Kesclstan Lugl KDH/WKDH diroaksud termasuk
kewajiban  Tahwn  Anggaran  sebhelumnya yang  belum
dircalisasizan  lwpada  BPJS  Keschatan  schagaimana
diamanackaa dalur Uncang-Undang Somor 40 Tahun 2004,
Undang- Undazyg Nooes 24 Tahun 2011, Pasal 3¢ dan Pazal
33 Peratusan Prescan Nomoer B2 Tahun 2018 schagaimana
lelab dinbah Lebezapa kali terakhir denpan Peratucan
Presidon Momeoer S99 ahun 2024, Perataran Menter Dalam
Neger Momar 70 Tasan 2020 batic 2.4.1,1.1.d, serta bubr
34111 Loz ras Peraiuran Menwer: Dalam Megen
Momor 13 Tahom 2l d.

bs. Penyedisan wacgwuan Belanja [uran Jaminao Kecelakaan Kerja
dan Jaminar  Eemelian yang diperuntokkan bagh ASN,
Pirpinan dzn Awgeota DPRD serta KDH/WEDH, seboapni
berikut:

1) Bolaoga loran Jivaisan Keeclakaan Kerja dan Jaminan
Kematian vani diperonfukkan ba ASN dadam Rancangan
Poraturan Dausah Mabupaten Lima Paluh Kota eatang
FPerubahon AP3D Teohun Anggaran 2025, yang docokan
pada:

(a) Belanje luran ariinan Kecelakann Kerja 48N szemuls
schesar IR B 1. Ak 2 a0 berknrang zebesar
Ep(33.7e0 a0 p0r alau 13,79%)  menjadi sebessr
BEpady 638,030 00, dan

ib) Belanja luman Jominan Kematian ASN semule sepesar
Epd. 23 2ua.4494 51 hertarnbah sebhesar
Rp225.5541.7310:%  awau 10023%  menjadi schesar
Hpd 420 5500 00 D

Belum memenuhl -uarat ketentian peraturan perundsang-
undangsnn,  meenpgingdl hesaran alokasi Gelangs Tosan
Jaminan Ererclakson Hega dan Janinen Kematian yang
diperumukkan bogi ASN sebarasnya:

fa) Relanja Teran Jaminan Xecelakaan Kerjm ABN, vaitu
0,24%. |r! Koo Jua paluh cmpat persens) dan paji
nekak Rpd7n. 7 32.500.351,00 WAt schosar
Epdod 1nb.000.H4  alav rerdapar sefisih - Karang
Epl6. 519,909,517,

|b) Helanja laran (- minan Kematian ASM, yaitn 09,72% (nol
kome  uj.be puluh dua persen)  darl gagl pokok
Bl E, 7L SO0 ST 00 Al sehesar
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Rp2 71271002 53 ataw  rerdapat  selisih kurang
Rpasd, w7 ol

Ur:tulk ica, Pemerintah Dacrah Kabupalen Lima Puluh Kota
agar menytsuaikan besaran alokasl anggearan unluk
lucen Jomenon Recelakass Kerja dan luran Jaminan
Komatiam b AR selagamana maksud Pasal 22 ayal (1}
Peraturar Poemerizitzh Nemor 700 Taman 20135 tenlang
Jaminan kKecclakaon Kerjs dan Jaminan Kematian Bagi
Pogawal Apusolr Sipil Negara sebagaimana 1welah dinbah
dengan Deraturas Pemerintah Momor 66 Tahun 2017
tentang Perubuahion atas Perataran Pemerinlah Neomoe 70
Tabun 2013 onrang WJoaminan Keeelsksan Kerja dan
Jaminan kematian Buapl Pegava: Aparatur Sipil Negara, fdun
butir 4. 1.1._.g Lammiran Peraturan Menterl Lalain Negeri
Moo 10 Tahun 2045

(2) Belanjy jutan Jozminan Kecelwkosn Kerja dan Jamioan
Kematian wang diperuntukkan bagl Fimpinen dan Anggota
OFRD dalart Razcsueigzn Peratmiran Daerah Kabapaten Lima
FPulul: Ko Letinng Ferubaban APBD Tahun Anggaran 2023,
vare divraikan pac:

(2] Pelamja Jocnnan Reeelukasn Kerja DFRD tetap sehesar
Rpa. 00, i i dun

by Belanjas  Joaminnn Kematian DPRD retap schesar
RpS 000 R LT

dianggackan doom Bancangsn Peraturan  Lkacrah
Kabupatzn Loua Paluh Ko lentang Perubaban APRD
Tabun Anpmaran 2025 decwan berpedoman pada Undang-
Undzng Memur 300 Tuhun 2004, Undang-Lndang Nemor 24
Tahun 2011, Peraturanr Pemerintah Nomeor 18 Takun 2017
sehagaimana ‘clih diobah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahus 2023, Peralacan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 schapamana telah dinhah beherapa kali cevakhir
depgan  Perolura:y  Pregider. Nomor 59 Tahun 2024,
Poraturan brmennish Momor 79 Tabun 2015, sebagamana
tah  dinbah  doenean Peraturan Pemerineh Nomor GG
Tahun 20.7, dan buarr 3.£.1.1 1 Lampiran Peratucan
Mentern Dralorm Neverl Moot 13 Tahun 24024

(3 Belanja [uran Jatcnan Keeelakaan Kerja dan Jaminun
Kematian  wcang doperuncakksan bagl KDHAWKDED dalam
Ruanvangan horauval eersh Kabupaten Lima Puluh Kota
tenlang Perabalun: APBD Tahun Anggaran 2025, yang
diurdikan [iaca:

ja) Belanju luran Juzminan Hecelakaan Kerja KDH/WEDRH
sebesar Hpiss. 45,005 dan

(k) Relanja loran Jumican hematian KDH/WEKDH sebesar
Rpd407, e O

dimnguarkan  dalone Bancaogan  Peraturan Dacrah
Kabupaten Lima Puluk Koews lentang Perubahan AP
Tubun Aruuaran 2025 dengen bermpoedoman peda Peraturan
Fresiden Momor 82 Tabun 2018 schagaimana lelah chubah
Bsebeeraipon Woali seraihic denpgan Peraluran Presiden Noemaor %
Tabun 2024, Feratnmat Pemerintan Momor 70 Tahun 2015,
sebapaiinearey elat, diatah dengsn Peraturan Pemcrintab
Mamar 8 Tabwo 2307, dar buor 34,111 Lanpuran
Prrateran Meoter: Thaoarn Negeri Nomer 15 Tahan 2024,
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r. DPenyediaan ampaorone aolarm rangka perpermbangan pelayinan
kesehawan i lwer  cokLpan oenvelonggaraan  jaminan
keachatan vans diszliakan olel BPMS Keseharan dalam ranghka
petmelibharyan kesehatas herupas

(1} Pelaksanaan Mechoul Cheeck Up Kepala Dacrah dan Wakil
Kepala  Dacrall  dan BPRD semula sebesar  Kp
1 10.500,000.00  berkurdng  sebesar  Rp|2,880.0G00,00)
snvjad sele-sar Wpl07.630.000,00 dalam Rancangan
Peraiuran -leras habupaten Lima Pulub Kota tentang
Froububion AFPAD Taban Anggaran 2025

amar dianppaskan aoalem Hancangan  Peratdran Digerah
Kabupazern Lica fulubh Kota tentang Perubimhan AFED
Tahun Anggaran 2030 kepardat

1) Kepala Dacrah/Wak' | Kepala Daeran webanvak | (satu] kall
dalam 1 f=atu] el vermasuk keluarga 10 [satul
isleifzuam das 2 jda) anak, dianggatkan dalam hentuk
program dun kegatan padd SKPD vang secara fungsional
erkait sesani denclam kersalugn  peraluran rerundang-
undangaan; dac

(3] Ustuk Fimpican dan Anggota DPREED sebanyak 1 (satu] kali
dasamm & (matus Liahen, tidak termayuk isirifsasoo dan anak,
dianggarkan dalain Sentak program dun kegiatan parda
SKPD wyanp secori. junpgsional  terkait seswad  dengan
keten-uan purabin.n  perundang-undangan, dilakukan di
dalarm negeri slengan Letap rmemprioritaskan RSUD terdelost,
Fumah Sakit Uosn Pusat di Kabupaten/kota alau Rumah
Balkil Tmuee Fosas erdekat,

sebagaimani diacatloan Anlar Peraturan Pemetinah Momor
1% Tanun 2017 schasaunana telah diubah dengen Peraturan
Pemerntah somor | Ta=wn 2023, bolir 34,1220 L0
Lampiran Peraturuan Menteri [alam Megerl Nomot 15 Tahun
20124 dan Surat Mentern Dalam Neger: Nomar YE8 31,7807 /5
tanggal 2 Movemuper 2017 Hal  Penjelasan terhadap
lmplementasy  Sussian=i  Peraturan Pemerntah Nomor 18
Tahun 2017 1lenany  Hak  Heusngan  dan  Administratf
Himpinarc das Anpzou DFED dan Peraturan Menteri Lhalam
Megeri Momor 52 Tuban 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan  socanger Dacrak serta Pelaksanaan dan
Perlanggungjasaban Do Operzsional,

Upnink iy, Pemiesintai: Dacrah Kabupaten Lima Puluh Koe
agar mengalukesiaen oggaran Polakspanaan Madical Check Up
dalpm Ruancangan Prratwan Dacral Kabupaten Lima Pulab
Kota  tentang  Pvrils han o APBD Tahun  Anggaran 20235
mempedeman  tehdgaaeana diamanarkan dalam PFeraturan
Pernerintall Momwnr 18 Tahun 2217 schagaimana welah diabah
dengon Peratusw: Porwericiah Memor 1 Tahun 2023, butir
3.4 1.2 0 k(1] Lamshran Peraluran Menteri Dalam  Neget:
Nennor 15 Tabun 2o dan Surat Menler Dadam Negen Nomor
1883730750 tamounl 2 November 217 EHal Pomelasan
terhardap npheireeutas: Sabstacs Peramuran Pemerintah Nomaor
18 Uabun 2037 lenicng Hak Keoangen dan Adnunistraict
Fimpinun dan Acgeond DPRD dar Proalucan Mcnter Dalam
Megenn Momn 92 Tahun 7017 tentang Penipelompukan
Eemampuan  Keoosien Deereh setta Pelaksanzan  dan
Pertanagpungjas sl Dans Operasional.

3 Belanja luren Sinpanan Peseeta Tabungan Perumihan REakyat.
ASN tidas dianggorkan cdalam Kuncangan Peraturan  [aerah
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Kabupatlen Lina Paluh ko weslang Perubmhan APBLY Tabun
Anggaran 225, Lnias e, Pemerinlab Daerah Kabupaten Lunia
FPuluh Kora agar neaganaarkac Belanja luran Simpanan 'eacrta
Tabungan Pernpnbon Rakyat ASN dimaksnd dalam Rancangon
Peraturan Dactah Kalogaoes Lima Puluh Kota tencang Perubahan
APELD Taliwn Anaras 2025 dengan berpedoman pada Undarg-
Unduang Nomor 4 Tavon 2016 teetang Tabungan Perumahan
Releyal dan Peratnras: Tecicrintah Nomaor 25 Tahen 2020 tentang
Penyelenpuaraan Tobuspen  Perunahan  Rakyet, butie 502,10
Lumpiran Feraturan Menieni Takon Segert Nomore 15 Tahun 2024,
sctti Surzl Edersn Shooes Dalan Negeri Momnr 048/4710/ 5]
lanpeal 24 Agusius 2020 Perinul Pelaksanaan  Penghentan
Pemolocpzn  Talbungan  Perumaban pada Pembayacan Gaji
Pogawad Mugeri Supil da Ui lon Pegonval Negeri Sipil Daerah,

Nak Kewangan dan Aalnimstratd! Dewan  Perwakilan Rakyat
[aerah:

a) Penvediazn arpmaan Belanga Gaji dan Tunjangan DEFRD
diacgpackan semuly sebeser Rpl1655%.195.241,00 bertambah
selesar Rpl 24 204 1000 araw  1,6%W  menjadi scbesar
RO 12,900 . 399 341,000, vang diperuntukkan hagl Fimpinan dan
Angeola DPRT anzara o dinrazkan pada:

(1) Delanja Usng  Represenlazi DPRDY semuls sebeszar
Rp866 800 st 1 o0, berrambish sebesar Rp$, 100,00 menjadh
sebegor Epdize s 941,00 dalam Rancangan  Peraturan
Dasrah Kabupgioe:s Lima Puloh Kota entang Perubahan
AFBD  Tuhes Aopmaran 2025, dianggarkan dalam
Rancangan bocaivran Daerch Kabapaten Lima Polub Eeola
tentang  Pecabohon ALBID Tahun  Anpggaran 20325
sebagaimang mokad Pasal 3 Peraturan Peroermealy Nemor
16 ‘lahur 2017 sebogaomana  celah dicbah  dengan
Poraluran PFemeritay Momar 1 Talwn Q024

{Z] Beoanja, Tunawsn Jshatan DFRD letap sefoesac
Rpl.i33.954% 0,00 ilalar Rancangan Peraturan Daeral
Kabupaten Looo Pululn kKot tentang Perobabhan APBD
Tabun Ancearan $J23, wlnh memenahi amanat FPasal &
Peraturan Foicereslah Nognor 18 Tahun 2017 sebagaimana
telah dinbes dengan Peraturan Pemnerictah Nomor 1 Tahun
023 webesar Janta serales empar puluh lma peesen) dard
Wil F‘EPFEH-L'H [HE)

Lrauk it I8 toeas Dacrah Kabupaten Lima Paluh Eeta
[ar.s  memryeerhcoankan o secara werne menerus dun
konsislen Soloan neenszalokssikan anegaran untok Belanja
Tueyangan LGwanr DPRID scbhesar 1435 (seratus empal
puluh lios pecson] dasl wang representasi scbaganmana
maksoad Tosel o Bomnuran Pemermtah Memor 18 Tahun
2ANT schbueninana 1glah divkah dengon PereturEn
Fernwrintah Soarar | Tabo 2023,

[2) Belanja T angan Alat Kelengkapan DPRIF telap sebesar
Bpos Q00000 0, changgarkan dalam Rancangan Peraturan
Daeran Eahupaiess Lime Pulah Kela lentang Perubahan
APOD Tahun Angpuran 2023 dan dalam pelaksanzanoya
tetap memprroatikon aspek ofelstivitas, efsiensi, kewajaran,
kepulutan.,  pehghemstan dan rasionalitas dalao
pongmanasn  anggeran dimaksud  seboagaioana maksod
Pasal 7 Poereusn Pemerintabh Nomor 18 Tahen 2007
sebaraimuns lelul ditlxah dengan Pecsouran Pemerintab
Momoer © Tehuo 2025,



-

(] Bela=ja Tonjampsn Komunikas) [milensil Pionpunan dan
Angpeta  DERKD semuola sehesar Rp2 046,000,000 00,
bectarmtmh selesar Rpva5 DO0.00000  menjadi scbesar
Rp3. 3510000000 00 dalam Rancangan Perahiran Deecal
Kubaputen Lima Paluh Kota dertang Perubehan APBL
Tehur Anpgaran 2025, dignggarkan  dalam Rancdogan
Peralttan Ceosah Kabmpalen Lima Pulub Kota weolang
FPerubanan  APRD Tahun  Angearan 2025 sebagainana
aakstd Pas: | B Peraturae Peroerintalhh Momor 18 Tabun
2017 sebagaioa: o eleh diubrbh dengao Peraturan
Pemecrinizh Sonwa 1 Taliun 2023 dan Pasal £ Peraluran
Moreri Dl Begert Mimoor 62 Tahen 2017 tentang
Pergelampek: Weosampoan  Kenangan  Deerah Sera
Petaksanaan Jar Pertanggungjaweban Dana Operasional.

(3} Bela's Tunjongan Resca DPED scomula sebhesar
R | SOCOU0 G, Eortambah sehesar Rpld7 000,600, 00
atau 2204005 menadi o sebesne Rp808.S00,000,00  dalarn
Rancangat 'cravaran Docrah Kabupaten Lima Puluh Kot
rcrangPerabobon APBD Talwun  Anggaran 2025,
dienpearkasn  dalym Hancangan  Peraturan Daerah
Kabupaten Lo Puleh Kols o otentang Petubahan APED
Taawn  Anepmoin G20 sckagaimana maksud Pasal 8
Poraluran Mcooocrintoh Momor 18 Tahuo 2007 sebapaimana
telaf dhiubah cengens FPeraniiran Pemerintah Nemor 1 fahun
20273 dar Mead 7 1% saluran Menter Dalate Megeri Nomer
02 Talvacy 217

B Belang: Tunjusenn Poruoalian dan Transportas: DPRT
yanp ercare e dalon cincian chiek belanja:

la] Belanja Tonpanean Freremahan DPRD somula =ebesor
el IR I E R HH PR ET, hertambah schosar
Bp 192 Ju0 000t inenjadl sebeaar Rp 18532, 020,000,00;
Gal

(b Belanja Tunjangan Transportasi OPRD semala sebesar
R, 22 000 0, 0 Lerarnbah scbesar
Ry 1600000000 00 mengjadi sebesar Rpd 384000 000,00

Ao rearloan danim Huzecanigan Peragturann  Daerah
Kabupaten Lima PLlaly Bora tentang Perababazn APBD
Tahun Anpeacun 2023 dan dalam pelaksansannya cetap
memnporaankion  sspex cfeklivitas,  elisiensi, kewajaran.,
kcpatutan, [T I Tl L ars dan  rosionalitas dalam
pengelnaan oapgoran dimaksad sesum denpan ketefituan
Roraluran porundang vedanpgan, sSCUAERIMAT®
diarcanatkon cooey Peratarsn Pemenntab homaor U8 Tahun
2017 sebocomeana welab dinball | detygony Peraturan
Feroceintabe kamor o Tahan 2023 dan Pemturan Menten
Dralarn. Mepcar Mono b2 lalvan 201 7.

Sclanjuinyy,  alolesst wnggzrae unjangsn peramahan dan
Lutjarz:e traisfaorlasi DFRY nga harus memperhatikan azas
keowalutar, kewi azan, sasivnalitas, standar harga sefemnpal
vang berlako, sl siocidar las banpunan dan Tahan rumah
egerd sebapain o aoksadé Pesal 17 avat (1) dan awal |2)
Persatuyzus Benerieta:: Hemer U8 Tahan 2017 sebagauoana
elabh divlh e Pematuren Pemerintah Memoer 1 Tahun
2023 dan Peesiboan Menterd Talam Megent Momor 7 Tebun
2006 entaneg Slcihoizosi Sarana o dan Prasarana Rora
Petierinlahan  lho —ah, schagaimaona felah dinbah  dengan
Feraturizn Meoeos Dialan Mepesd Nomor 11 Tabun 2007
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oh

e

cemtany Porubobier ales  Uoraturan Menteri Dalarn Negeri
Momor 7 Tabuwg 2000 estang Standarisast Sarana dan
Prasa-ana Koo o v nenintshan Daerah,

b Penvedusin wrpgaenn Belenja 13ana Operasional Fimpman
LERD setcul: sasaeste Rpd27.000,.400,00, berkurang sebesar
REp(77.009. 400 0] noonjadi oD sar Rpl30.000,000,00 dalam
Rancuopan Percnnan Daersh Ksbuopaten Lima Puluh Kota
tentan Perubsalui: ARG Tabn Anggaran 2025, disnggrakan
dalam Runcas.uin Pecatucan Dacrah Kabupaten Litna Paluh
Lota Lettang Peuisthan AFED Tabun Anggaran 2040 dalam
ranpki et ksl pperasional yang berkaitan dengan
representus,  peluyinen. dan kebutuban o lain - gpuma
melareirkas (2 ohsanaan lugas ketua DPRD dan walil ketugz
DPRED sehari Dol wesuai deagsn kemarmpuan keuangan dacrah
sertn tgsk dinaake-n wstek keperlnao prbadi, kelompok,
dlanfatau wolomaaa, dan prngganaannya harus memperhatilan
azas  mecans.  crkivilas,  clislensi, dan akuntabilitas,
sebipgaimens Messod Massl 22 Peraiuran Pemerintah Nemor
12 Tarun 2017 =cligs mang wolsh dishah dengan Peraturan
Famernii Mo o Tzhuon 20023 dan Pasal & Peraturarn
Mentort Lakim Mecest Megnoe B2 Tatun 20017

Pererintah Kabipaien lame Poloby Koty agar menganggarkan dan
melaksanakan belawgn widi dan tunjangan PRD sezual dengHan
prracuran perundace andangan  dan mrlakokan penghiungan
pengelompokkan kemampaan Keuangan dacrah secara cermat
sesal keleniuas daboom Ponnorar Menteri Dalam Negen Nomer
Ed Tahin 217 o Nenpecmprkkan Kemampusn Keuangon
Daerah  sciva Pol o lsanaan dan Portangeungjawaban Dana
Cporasaoral.

Belanja Penc-imaar ainnea Kepaln Daerah dan Wakil Kepals
Dacrah

Popyediaan g Lanja Toca Operasional KDH,/WELH
tetap ge:liesar el 1) 2087 55,00 berkurang aehiesar
lejﬂ_{jﬁ.ﬁ_'r'ﬁr;;.l[}[j] .r'::|,'|1_'.'_||,|f| selaEyir R[J-q- 10.313.002.00 atav 0, k3
dari total belaoga cocralr dakon Bancangan Peraturan Daerab
Kabupaten Luma o lah hota tenarg Perobaben APBID Tabhun
Angearan 2025, chnrggarkan ilale Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupatn Lima Puuh auols lentong Perubahan AFBD Tahun
Anggaran 2125 dun penentuan bessrunnya disesusikan dengan
berpedoman pacil Bosal 4 oavan 11 bracaf [ Peraturar Peroerintah
Moror -0 ‘ehae 2000 wrtame Kedudukan Kewangan Kepals
Dagran  dan Walkt | Aepala Duaersl,  yuittd paling  rendah
RpoO0.006 00004 va. paling tingg 9,15% [nol kom:s hoa belas
persen| das tarser 'Adl dalam Roncangsn Peraluran Diaerah
Kabupaten Zima ulubh Kot lectang Perubahan AFBD Tuhun
Angparan  2U2h Rp 145837345 805, 1T yaitu RepR (. 000000, 20
abawy sucith sesua: oL Vg SeTANUETIYHE.

Dletadc ftr, Fonerieiol Doorok Kobupaten Lme Pulnh Bota agar
konsister: dalam menpedichan wobasi augoaran untuk Betaria
Dana Guerasicnsd (D0 WHINE Selputnya sesuat faleniuarn,
peErgeLnaar aarpeenn Solusio ani Speresional  KDHWELDH
harus berpucdonee podo Do & heraf h Peraturan Pemerintak
Neripor Tord Yabian Siod,

Tomhbahiorn Mesagiee o Tegue (TR A=W

Peryediaan anggoran 3ol Tamntaban Penphasilan ASBN scmuls
arhesar Fprdvid. a3 s, d-bn VU0 beriambah sehesar
Rp444,47 5, 345,00 aan 0, 1 U, renjadi sehesar
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Rp233.502.722.194,00 atau 17,69% dari total belanja daerah
dalam Hancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain
diurazkan ke dalam rincian objek belanja sebagai berikut:

a] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula
sebesar Rp82.918.978.118,00 berkurang sebesar
Rp(466.657.532,00) atan (0,56%:) menjadi sebesar
Rp82.452.320.586 00,

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
semula sebesar Rpl.605.268.982.00 berkurang sebesar
Ep|537.832.437,00) atau  {33,51%] menjadi sebesar
Rpl.067.416.545,00

¢} Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
semula  sebesar Rpl.582.784.930,00 berkurang sebesar
Rp(717.345,851,00) atau (14,61%] menjadi sebesar
Rp&65.439.079,00.

d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
semula sebesar RpB3.633.693,00 berkurang sebesar
Rp(12.215.959,00)] atau (11,54%) menjadi  sebesar
Rp71.417.734,00.

¢)] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi kerja ASN
semula  dianggarkan sebesar Rp54.530.112,00 menjadi
Rp0,00 atau berkurang 100%.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek
efektivitas, cfisiensi, kepatutan dan kewsajaran penggunaan
anggaran dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.1.2 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota mengajukan permohonan
persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

(1] terdapat kenaikan besaran nominal vang diterima oleh ASN
setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan
dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;

(2] besaran total TPP ASN telah mempercleh persetujuan DPRD
pada saat pembahasan KUA dan PPAS;

{31 penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN wajib
didasarkan pada kertas kerja dan evidence yang memadai
serta diinput dalam aplikasi Sistem Monitoring Ewvaluasi
Analisa Jabatan (SIMONA); dan

(4] pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai
dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran
vang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 juga
memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung
program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud
Pasal 6 hurufl a, huruf b dan huruf ¢ Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, dan butir 3.4.1.1.2.£9) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,
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Tambahan Penghasilan berdasarkan Perfimbangan Chgekiif
Lainnya ASN  semula  seoesar Rpl46.313.050.964 00
bertaunbueh sebesar Rp2 233077 26600 atan 1,52% mergadi
sebesar Ro199, 046, 128,230,000 ataw 11,29% derd total belanja
dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerall Kabupaten Lima
Fuluh Rolatenlang Perubabhan APTINT Trhun Anggaran 2023,
vang antara lain diuraikan ke dalam rincian objck belanja:

[1] Belamja Insentil bDagn ASN  aas  Pemungntan  Pajak
Darrsh-Opsen Pajnk Kendarsan Beemotor [PREB) tetap
sebesar Bpias 087 018,00,

2] Belamja Ingentif bag 45N aes Pomuneutan Pajak
Dacrah-Opsen Bea Balik Mama Eendaraan Bertnaror
(BENKE) tetap scbesar Rpd3o, 200,605,000,

(&3 Belamga Tunjangan Profes: Guro [TPG) PNSTD dan PPPR
{clap scbasar Rpl42 272 629 000,00,

4} Brlanja Tambahan Penghasilan (Tamsill Gura PNSD dan
PEPh zemula zebesar Rpl, 29775000000 bertambah
schesar Hpdtd, 250.000,00 atan 22,52% menjadi sebesar
Rpl.5390. 000, 000,00,

(%) Brlanja [nsentif bagi ASMN  atas Pemunpulan  Pajak
Ducvah-Pajak Harang den Jasa Tertento (PBJM) scmala
sehesar Rl 008 12% 581,00 berkurang schosar
Rp{d40.710.815,00 meniadi sebesar RpSH8. 4 18 566,010

dapat dienggarkan dalam Hancangan eramran Daerah
Kabupaten Lima Pulubh Kota tentang Perubaban APED Tahun
Anggaran 2025 denpan berpedaman pada:

i1] Pazel & ayal (1] humf a Peraturan Pemerintah Heonor 60
Trhus 2010 teptang  Tata  Cara Peomberian dan
Peimmatitaatan  Iosentif Permurcgulan Pujak Daerah dan
Fetribusi Dacrab untuk  insentl pajak  dacrab: dan
retribuszi daerah.

Selamjuinya, Tunjangan Profesi Guim ASN Daesrah, Dang
Tambahatn Penghusilann  Guru  ASW  Daerah, dan
Tunjangan Ehusus Guru ASN Dacrah i Dacrah kKhusus
yang bersumber dari APBN Tahun Anpggarat 2025 melaha
Dak Mon Fisik, inscntif pemuasutan pajals daetah dan
retricrusi daerah, msetd dan/ataw tumangan kepada
polabar atou pegawal berupa belanja jasa pengelolasn
Barang Mihik Dacrah scrta honorarium vang dinmanatkan
dalam  ketentuan peratirran perundeng-undangzo,
sebagaimmana maksud butir 3.4.1.1.2.435)  Lampiron
Preraturan Menteri Dalam WNegeri Moo 15 Taban 2024

Berkaitan dengan hal tecsebu!, pemberian insentil pajak
dacrali, dan retribusi daerah hanya dapat diberikan
kepads penerima insentif sebagaimana makzud Pasal 3
Feraturan Pemerintah Womor 5% Tahun 2010 apabila
terlibat dalaan kegiatan pemunsuran pajal daerah dan
relribus] daersh gerta dalam pelaksanaannya
herduvarkan kepatutan, kewgjaran dan rasionslitas
disesuaikan dengan besarnya tanppunpjeawab, kebutuhun
serla kacaktenslik dan kondisi ohjektif daerah,

(2] Fasal 3 ayat (1} dAan Pasal 31 awvar [S) Peraturan
Femerintal Momor 12 Tahun  2015%,  Selamjurmea,

honotarider  tetap  memperhatikan  prineip cfisicns,
efeldiviras, kepatuban, dan kewajearan dalam pencapalan
agsaran propram dan lkegintan sesnadi denggan kebotuhan
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dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai
target kinerja keglatan dimaksud serta standar harga
satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

dari aspek tcknis penganggaran, penganggaran
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya harus dialihkan ke dalam rincian objek
belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anpgaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar
Rp240.110.907.143 00 bertambah sebesar Rp2.957.001.036,00 atau
1,23% menjadi sebesar Rp243.067.908.179,00 atau 18,42% dan total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus
digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam ranghka
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan
Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum
dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD
terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana malksud Pasal 3
ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
dan butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024,

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain
tercantum pada objek belanja:

1} Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang semula  sebesar
Rp26.181.539.020,40 berkurang sebesar Rp(l.062.342.096,40)
atau (4,06%) menjadi sebesar Rp25.119.196.924,00 atau 1,90%
dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar
Rp26.062.700.020,40 berkurang sebesar
Rp(l.102.957.596,40] atau (4,23)% menjadi secbesar Rp
24.959,742.424 00 atau 1,89% dari total belanja daerah
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 20235,
vang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula
sehegar Rp2.602.758.627 40 berkurang sebesar
Rp(170.099.670,40) atau [6,54%) menjadi sebesar
Rp2.432.658.957,00.

|12) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula  sebesar
Rp4.087.795.342,00 bertambah sebesar
RpB863.415.867.00 atau 21,12% menjadi scbesar
Rp4.951.211.209,00.

[3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor semula sebesar Rp2.517.923.176,00 berkurang
sebesar Rp(603.906.083,00) atau (23,98%) menjadi
sebesar Rpl.914.017.093,00,

(4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
semula sebesar Rp3.552.627.628,00 berkurang sebesar
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Rp(851.342.820,00) atau (23,96%) menjadi scbesar
Rp2.701.284.799,00,

(3] Belanja Obat-Obatan-Obat semula sebesar
Rp2.968.414.800,00berkurang sebesar Rp(1.200.000,0)
atau (0,04%) menjadi sebesar Rp2.967.214.800,00.

(6) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar
Rp3.328.265.585,00 berkurang sebesar
Rp(586.280.273,00) atau (17,62%) menjadi sebesar
Rp2.741.985.312,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan
daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan
berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam
RPJMD /Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dijabarkan
dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.b, butir
3.4.1.2.1.c, butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2,1.f Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek clisiens
serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan
dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan
sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019,

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pthak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar
harga beli/bangun atas barang vang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang
terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai
siap diserahkan,sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

bl Belanja Belanja Barang Tak Habis Pakai tidak dianggarkan.

c¢) Belanja Aset Tetap vang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
semula  sebesar Rpll18.839.000,00 bertambah sebesar
Rp40.615.500,00 atau 34, 18% menjadi sebesar
Rp159.454.500,00.

Dapat dianggarkan alam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
namun dalam pelaksanasannya disesuaikan dengan kebutuhan
nyata vangdidasarkan atas pelaksanaan tugas dan [ungsiSKPD,
standar kebutuhan yang ditetapkan olehKepala Daerah, jumlah
pegawal dan volumepekerjaan serta memperhitungkan estimasi
sisapersediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan
digitalisasi pengelolaanadministrasi dalam rangka ehsiensi dan
efektivitas penggunaannya scbagaimana maksud Pasal ©9
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020,
Pasal 3 avat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019dan
Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir 3.4.1.2.1 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

2] Belanja Jassa
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Penyedisan  anggaran  Belanja Jasa  semula  sebesar
Rp85.600.323.467,60 bertammbah sebesar Rp7.493.486.272,40
atau B,75% menjadi sebesar Rp93.093.809.740,00 atau 7,05%
dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, vang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek
belanja:

al Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rpb6.722.750.886,00
bertambah sebesar Rp2.565.121.423,00 atau 6,08% menjadi
sebesar Rp44.735.331.670,00 atau 3,39% dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar
Rp1.481.700.000,00 bertambah sebesar Rp25.377.000,00
atan 1,71% menjadi sebesar Rpl.507.077.000,00.

(2] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rpl.093.990.000,00
berkurang sebesar Rp({l07.885.000,00) atau [9,86%)
menjadi sebesar Rp986, 105.000,00.

{3) Honorarium Rohaniawan semula sebesar
Rp2.181.380.000,00 bertambah schesar
Rp2.015.040,000,00 atau 92,37% menjadi sebesar
Rp4.196.420.000,00,

(4] Belanja Jasa Tenaga Keschatan semula sebesar
Rp2.516.097.000,00 berkurang sebesar Rp(435.310.000,00)
atau (17,30%) menjadi sebesar Rp2.080.787.000,00.

[3) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar
Rp6.640.200.000,00 bertambah sebesar Rp392.400.000,00
atau 5,91 menjadi sebesar Rp7.032.600.000,00.

(6) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar
Epl.564.940,.000,00 berkurang sebesar REp(54.440.000,00)
atau (3,48%) menjadi sebesar Rpl.510.500.000,00.

{7) Belanja Jasa Tenaga informasi dan Teknologi semula
sebesar Rp299.800.000,00 berkurang sebesar
Rp(35.850.000,00) atau [11,96%) menjadi sebesar
Rp263.950.000,00,

(8) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi  tetap  sebesar
Rp130.000.000,00,

(9] Belanja Jasa lkian/Reklame, Film, dan Pemotretan semula
sebesar Rp272.650.000,00 bertambah sebesar
Rp&0.500.000,00 atau 29,53% menjadi scbesar
Rp353.150.000,00.

(10} Belanja Tagihan Listrik semula schesar
Rp10.497.180.959,00 berkurang sebesar
Rp(1.555.211.430,00) atau (14,82%) menjadi sebesar
Rp8.941.969,529,00,

{11) Belanja Lembur semula secbesar Rp2.962.309.929,00
bertambah sebesar Rp716.426,426,00atau 24,18% menjadi
sebesar Rp3.678.736.355,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APED Tahun
Anggaran 2025 namun dalam pelaksanaannya harus
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memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan
sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target
kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan
vang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud
Pasal 3 avat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019,

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata
terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan,
dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang
diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan
keahhan/profes: secara spesifik yang dituangkan dalam
perjanjian/penugasan dan  besarannya sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai
imbalan vang diberikan kepada pihak lain atas pemberian
layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa
lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Belanja Iuran Jaminan f Asuransi semula sebesar
Rp22 927 771.713,60 bertambah sebesar Rp6.941.068.048,40
atau 30,27% menjadi sebesar Rp29.868.8339.762,00 atau
2,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025, vang antara lain diuraikan ke dalam
sub rincian objek belanja:

{1} Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC)
yvang lereantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan

Kesehatan Masyarakat semula sebesar
Rp20.862.505.200,00 menjadi sebesar
Rp27.142.494.094,00 bertambah sebesar

Rp6.279.938.804.00 atau 2,06% dari Anggaran belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rineian objek
belanja;

(@) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU
dan BP Kelas 3 Rp0,00 atau tidak dianggarkan;

(b} Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp0,00 atau tidak
dianggarkan;

(¢} Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI semula
scbesar RRp0,00 atau tidak dianggarkan.

Wajib dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menjamin
keberlangsungan dan  ketersediaan pembiayaan atas
jaminan layanan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal dasrah
dan sebesar kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
jaminan kesehatan dan menganggarkan pembayaran
bantuan juran bagi penduduk yang mendaftar secara
mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan
Kelas 111 untuk pembiayaan 1 {satu) tahun anggaran yvang
dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan
pemenntahan di bidang kesehatan pemben pelayanan




i

kesechatan, sebagaimana maksud butir 3.3.3.1.1.2.c.c)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai
minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total
penduduk pada tahun 2024 sebagmumana  telah
diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023
tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024,
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk
menganggarkan bagl sebagian atau seluruh penduduk yvang
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas 11l
selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan
PBI, wajib melakukan integrasi jaminan keschatan daerah
dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan
Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS
Keschatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi
seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas
penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam
pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah [PBPU) dan BP
dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas] bulan
sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 sebapaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Momor 59 Tahun 2024,
butir 3.4.1.2.2.b.6).glLampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024, dan Peraturan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesshatan Nomor 6 Tahun

2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan,

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tidak diperkenankan mengelola
sendiri (sebagian atau seluruhnva) Jaminan Kesehatan
Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN,
termasuk mengelola sebagian Jaminan  Kesechatan
Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema
ganda), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.7) dan butir
3.4.1.2.2.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2024,

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Lima
Fuluh Kota memiliki tunggakan atas luran Wajib (IW) bagi
peserta pekerja upah Pemerintah Dacrah, iuran Kepala Desa
dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta
PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran
FEPU/EBP dan bantuan iuran PBPU mandiri tahun anggaran
sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota untuk menganggarkan kewajiban tunggaken
atas IW bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, juran
KP Desa, kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PEPU
Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan
iuran PBPU mandiri dimaksud dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir
3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeni
Nomor 15 Tahun 2024,

[2] Penyediaan anggaran vang tercantum pada:
(a) Belanja Iuran Jaminan Keschatan bagi Non ASN semula
sebesar Rp22.651.544.094,00 bertambah sebesar
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Rpb.716.7T17.890,00 atau 29,65% menjadi sebesar
REp29,368.261.984,00.

{b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja Bagi Non ASN
semula sebesar Rpl15.543.406,80 bertambah sebesar
Rp99.356.085,20 atau 85,99% menjadi sebesar
Rp214.899.492,00.

(c) Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN semula
schesar Rpl38.184.212,80 bertambah sebesar
Rpli4.994.073,20 ataun 90,45% menjadi sebesar
Rp263.178.286,00,

Agar disempurnakan penganggarannya dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBED Tahun Anggaran 2025 denpgan
memisahkan penempatan rekening belanja  jaminan
keschatan bagi peserta FEPU dan BP kelas 3 serta untuk
PBI dengan rekening Jaminan Kesehatan  bag
pekerja/pegawai yang menerima gajifupah antara lain
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang
dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai
perlindungan  kesehatan, perlindungan atas risiko
kecelakaan kerja atau penvakit akibat kerja berupa
perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai
perlindungan atas risiko kematian sebagaimana maksud
butir 3.4.1.2.2.b.1},butir 3.4.1.2.2.b.11] dan  butir
3.4.1.2,2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomeor 15 Tahun 2024,

[3) Penyediaan anggaran Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025, agar dianggarkan dan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 secbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024,

(4] Penyediaan anggaran yang tercantum pada;

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja
Hentan tidak dianggarkan,

Agar dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan
Jaminan sosial dengan berpedoman pada Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, sebagaimana
maksud butir 5.3.6.a.9), butir 5.3.6.4.10), butir 5.3.6.a.11)
dan butir 5.3.6.a.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Tanah semula schesar Rp0,00 bertambah
sebesar Rp2.000.000,00 atau 100% menjadi sebesar
Rp2.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah
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Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025.

{2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rpl.425.255.000,00 berkurang sebesar Rp(347.865.000,00)
atau (24,41%) menjadi sebesar Rpl.077.390.000,00, vang
antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Kendarsan Bermotor Penumpang semula
sebesar Rpl1B7.200.000,00 berkurang sebesar
Rp(75.100.000,00) atau (40,12%) menjadi sebesar
Rpl12.100.000,00,

(b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
semula sebesar Rpl250.000.000,00 berkurang sebesar
Ep(105.000.000,00) atau ({42,00%) menjadi sebesar
Rp145.000.000,00,

{c) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya semula
sebesar Rp717.880,000,00 bertambah schesar
Rp(260.410.000,00) atau (36,27%) menjadi sebesar
Rp457.,470,000,00.

(3} Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rp434.400.000,00 hberkurang sebesar Rp(82.050.000,00)
atau [18,06%) menjadi sebesar Rp372.350.000,00, vang
antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja:

(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
semula sebesar Rp258.450.000,00 berkurang sebesar
Ep(103.800.000,00) atau (40,94%) menjadi sebesar
Rpl52.650.000,00.

(b) Belanja Sewa Hotel semula sebesar Rp177.950.000,00
bertambah sebesar Rp41.750.000,00 atau 23,46%
menjadi sebesar Rp219.700.000,00,

(4) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya semula sebesar
Rp10.000.000,00 bertambah sebesar Rp39.000.000,00 atau
390% menjadi sebesar Rp49.000.000,00, vang diuraikan ke
dalam sub rincian objek Belanja sewa alat musik.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan
memprioritaskan terlebih dahuln penggunaan barang milik
daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik
daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyedinan anggaran
tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka
peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah
dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik
daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan
kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga
scbagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016sebagaimana telah diubah
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dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024
dan butir 3.4,1.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Penyediaan anggaran yvang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula scbesar
Rpl.4R2,790.800,00 berkurang sebesar
Rpil.156.846.800,00) atau (78,02%) menjadi sebesar
Rp325.944.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam
sub rincian objek:

(a) Belanja Jasa Konsutasi Perencanaan Arsitektur-Jasa
Desain  Arsitektur semula sebesar Rpl12.000.000,00
berkurang sebesar Rp4.556.000,00) atau (4,07%)
menjadi sebesar Rpl07.444.000,00.

(b] Belanja Jasa Konsutasi Perencanaan Penataan Ruang-
Pengembangan Pemanfaatan Ruang semula sebesar
Epl.186.790.800,00 berkurang sebesar
Rp(1.016.790.800,00) atau (85,68%) menjadi sebesar
Epl70.000.000,00,

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan
nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010,

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan
aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud
terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun
pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi
konstruksi mengikuti konsep fullcosting atau nilai aset tetap
vang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar
hargabeli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan asetsampai siap digunakan,
kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan
(KDP), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.d Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Jasa
Konsultansi MNon Konstruksi semula sebesar
Rpl.595.000.000,00 bertambah sebesar Rp 734.211.408,00
atau 46,03% menjadi sebesar Rp2.329.211,408,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun
dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan
nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana malksud
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan
aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud
terhadap lkualitas perumusan  kebijakan  baik dibidang
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun
pelayanan kepada masyarakat.
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f] Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar
Rpl5.534.895.707,00 berkurang sebesar Rp(1.201,152,807,00)
atau (7,73%) menjadi sebesar Rpl4.333.742.900,00 dalam
Rancangan Peraturan Daecrah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, vang
diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar
Rp4.741.348.500,00 berkurang scbesar
Epi1.168.390.000,00) atau ([24,64%) menjadi sebesar
Rp3.572.958.500,00,

(2} Belanja Sosialisasi semula sebesar Rp4.442.473.705,00
berkurang sebesar Rpi522.347.905,00) atau (11,76%)
menjadi sebesar Rp3.920,125.800,00.

(3} Belanja Bimbingan Teknis semula sehesar
Rp6.294.073.502,00 bertambah secbesar RpS00.585.098.00
atau 7,95% menjadi sebesar Rp6.794.658.600,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui
pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi
dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional),
Pimpinan dan Anggpota DPRD, serta unsur lainnya yang
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara
selektif, cfisien dan efektil penggunaan anggaran daerah serta
tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek
urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi,
kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayvanan
penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat
dacrah dan stal Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana
maksud butir 3.4.1.2.2(.2), butir 3.4.1.2.2f3) dan butir
3.4.1.2.21.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024,

Sub Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp3.624.543.850,00,
vang diuraikan atas:

(1) Bub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Rp1.103.729.800,00.

(2) Sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pekar dan Tim Ahli
Rpl1035.000,00.

[3) Sub  kegiatan  Penyediaan  Tenaga  Ahli Fraksi
Rp229.155.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orentasi dan
Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133
Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota,dan butir
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3.4.1.2.2.1.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejemisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus
sangal dibatasi dan dilakukan secara sangat selektif dengan
mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,
kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat
vang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan
angearan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tidak diperkenankan menyelenggarakan
pendidikan dan  pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,
workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka
sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM
Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah kabupaten/kota yang
bersangkutan kecuali penyelenggarasnnya dilakukan secara
selektif dan terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas
sumber daya serta lembaga pengembangan SDM  vang
kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.1.2)b) Lampiran
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan
teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan
penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan
pengembangan kompetensi SDM Aparatur{seminar; workshop/
kursus/ lokakarya/ sosialisasi/ bimbingan teknis/pendidikan
dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara
virtual maupun hybrid, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.1.4

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rpl9.879.751.786,00
berkurang sebesar RpiB.486.728.653,00) atau (42,69%)
menjadi sebesar Rpl1.393.023.133,00 atau 0,86% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang Perubshan APBD Tahun Anggaran
2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek
belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp7.6350.884.556,00 bertambah sebesar Rp443.182.425,00
atau 3,7%% menjadi sebesar RpB8.094.066,981,00, yang
antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Pemeliharaan Alat Anghutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
semula sebesar Rp471.161.500,00 berkurang sebesar
Rp36.356.079,00 atau 7,72% menjadi sebesar
Rp307,517.579,00;

(b) Belanja Pemeliharaan Alat Anghkutan-Alat Angkutan
Darat  Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
semula sebesar Rp4.825.431.464,00 bertambah
sebesar Rp95.658.562,00 atau 1,98% menjadi sebesar
Rp4.921.090.026,00;

c) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Anglutan
Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua semula
schesar  Rpl.074.913.500,00 bertambah  sebesar
Rp26.759.615,00 atau 249% menjadi sechesar
Rpl.101.673.115,00;
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(d} Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-
Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya semula secbesar
Rp295.608.300,00 bertambah scbesar Rpl8.550.000,00
atau 6,28% menjadi sebesar Rp314.158.300,00;

(2} Belanja Pemeliharaan OGedung dan Bangunan semula
sechesar Rp3.402.809.330,00 berkurang sebesar
Rp(736.724.178,00) atau (21,65)% menjadi secbesar
Rp2.666.085.152,00 atau 0,20% dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, vang
antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula
scbesar Rp2.826.549.330,00 berkurang  sebesar
Rpi609.518.178,00) atau (21,56%) menjadi sebesar
Rp2.217.031.152,00,

(b} Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat
Olahraga semula Rp130.680.000,00 bertambah sebesar
Rp68.244.000,00 atau 52,22% menjadi sebesar
Rp198.924 000,00,

(3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula
sebesar RpB.826.057.900,0 berkurang sebesar
Rp(8.193.186.900,00) atau (92,83%]) menjadi sebesar
REp632.871.000,00 atau 0,05% dari total belanja daersh
dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang
diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air
Irigsi-Bangunan Pengaman Irigasi semula sebesar
Rp1835.980.000,00 menjadi sebesar Rp0,00

(b) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air
Irigsi-Bangunan Air Irigasi Lainnya  semula
Rp8.640.077.900,00 bertambah sebesar

Rp8.007.206.900,00) atau (92,68%) menjadi sebesar
Rp632.871.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan
pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna
barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan
barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Barang Milik Daerah, namun dalam
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efeltivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunasn anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan
nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019.

Selanjuinya, penvediaan anggaran Belanja Pemeliharaan
Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan
pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna
barang berpedoman pada;

|a) daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah
sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1] dan ayat (2)
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2024; dan

{b) standar  kebutuhan  dan/atau  standar  harga
pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung
atau bangunan dalam negeri, kendarsan dinas dan
sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala
dacrah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

schagaimana maksud butir 3.4.1.2.3 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp32,760.761.269,00
berkurang sebesar Rp(11.443.444.174,00) atau (34,93%)
menjadi sebesar Rp21.317.317.095,00 atau 1,62% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

{1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar
Ep32.610.761.269,00 berkurang sebesar
Ep(11.543.444.174,0) atau (35,40%) menjadi sebesar
Rp21.067.317.095,00, yvang diuraikan ke dalam sub rincian
objek belanja:

(a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar
Rp24.865.369.642,00 berkurang sebesar
Rp(8.248.716.424,00) atau (33,17%) menjadi sebesar
Rpl6.616.653.218,00;

(b) Belanja Perjalanan Dinas Tetap semula schesar
Rp2.924.850.000,00 berkurang sebesar
Rp(1.007.550.000,00) atau (34,45%) menjadi sebesar
Rpl.917.300.000,00;

[c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar
Rp4.807.311.627,00 berkurang sebesar
Rp(2.273.947.750,00) atau (47,30%) menjadi sebesar
Rp2.533.363.877,00;

(d} Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
semula sebesar Rpl13.230.000,00 pada Perubahan APED
menjadi sebesar Rp0,00;

(2] Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula sebesar
Rp150.000.000,00 bertambah sebesar Rpl00.000,000,00
atau 66,67% menjadi sebesar Rp250.000.000,00.

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah
penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah
penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan
biava perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah
peserta sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a.6) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,
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Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Luar Kota digunakan untuk menganggarkan
perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya
vang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah
penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah
Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung
oleh Pemerintah Daerah peserta, sebagaimana maksud butir
3.4.1.2.4.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024,

Selain itu, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ke
Luar Negeri tidak dapat dianggarkan dalam Rancanpan
Peraturan Deerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kecuali untuk
kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain
telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pihak luar negeri dan
dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman padalnstruksi
Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke
Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di
Linglungan Kementerian Dalam Negeri,dan butir 3.4.1.2.4.c.2)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

Distribusi Belanja Perjalanan Dinas pada setiap SKPD dalam
Perda APED Tahun Anggaran 2025 dan Rancangsn Perda
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai
berikut:

Tabel 13
Distribusi Belanja Perjalanan Dinas Setiap SKPD Tahun 2025 _
Parst
Belanjs
No. SKPD APED 2025 “";n‘;;““ Betisih lﬁ%
Tatal
alanja
N . Perjadin |
1 N 3 4 B=4-3 &
1| DINAS PENCIDIKAYN DAN KEBUDAYASN 1413563 808,00 TR 372 700,00 {BA5 501 208,00 LE1%
| 2 | DINAS KESEHATAN 756 751.000,00 85474482000 | ([1.004.508 £20.00 A0
B | RUNAH SAKIT UMM DAERAH ADARWIS 000
d | DMAS PEKERMAN UNLIM DAN PEMATAAN
RLANG T84 152.250,00 135 G065, 00 (A4EL 478, 155,000 15%
5 | DmAS FEMADAM KEBAVARAM B5.575. 000,00 51.314.534 30 [ 14 560,006,001 0,24%
6 | SATLAN POLES] PAMONG PRA 340 655.000,00 B2 5% 000,00 (228121000004 0,39%
T | Dmas EOSML A4, 4% 000 00 7 45,000 04 (325,791 000 004 130%
B
DMAS FERINDUS TRIGN DA TEMKAGA KERIA 306520 000 ) 4559 255 000,00 {137, 3067 0000,y 0.7a%
0 | DIMAS PANCAN D00 B 25 0000 [ 955, G52 000,00} 0.40%
10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN
il RAKYAT AN PEMLIKINEN P33T 000,00 1T 546.000,00 (135 T28.000,00| 0El%
11 | CINAS WEPENDUDURAN DB PENCATATAN
| EPL B 21 BIBD00G0 3287 000,00 [ 48, 529 00000 0%
12 | CINAS PENBERDAYAAN MABYARAKAT DAM
DESANAGAT 500,530.000.00 AP0 e TR0 [1TSETG2T2 00 150%
19 | DIMAS  PENGEMDALLAN PENCLIDUE,
KELLWRGA BEREMCANY, PEMBERDAYANY
PEREMPLIGH DK P_EH.LII-.I:UHI].AH A 614508 000,00 S22 T 500,00 2. 718500001 13%
W | DNAS PERAUBUNGAN 165 260.000,00 154 445000 00 {13,545 000,00 0T
19 | DBAS KOMUBICAS] DAN INEDRISTIA, J13 55 000,00 el e {10,563 D0GL0D) 0.45%
| peas FERCAGANGAN KOPERAS, LSAHA 131 024000, 00 65 267000, (58 T57 £00.00] 0.31%
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Berdasarkan tabel di atas, 3 (tiga) SKPD yang memberikan posi
Belanja Perjalanan Dinas terbesar sebagai berikut:

(1) Sekretariat DPRD, anggaran Belanja Perjalanan Dinas

semula Rpl2,992.454.000,00

turun

sebesar Rp

(2.356,946.000,00] menjadi Rpl0.635.508.000,00 atay
49,89% dari total Belanja Perjalanan Dinas di Perubahan
APBD sebesar Rp21.317.2317.095,00,

{2) Inspektorat, anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula

Rp3.536.192.000,00

turun sebesar Rp (1.406.643.000,00)

menjadi Rp2.129.549.000,00 atau 9,99% dari total Belanja

Perjalanan

Dinas  di

Rp21.317.317.095,00
(3] Sekretariat Daerah, anggaran Belanja Perjalanan Dinas

semula

Rp2.487.208.000,00

Perubahan  APBD

turun

Rp(426.954.000,00) menjadi Rp2.060.254.000,00
0,66% dari total Belanja Perjalanan Dinas di Perubahan
AFPBD sebesar Rp21.317.317.095,00.

sebesar

sebesar

atau

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan
efektivitas  pelaksanaan pemerintahan dan  penghematan

Poral
Beolanja
Ne. SKPD APBD 2028 T Salisik SKPD Thd.
Total
Halanjs
1 4 a 4 5=43 &
KECL Dak MENENGAH
17 | DINAS PENANAMAN MOOAL D&M PELAYANAN
TERPADL SATU BNTU 222 248 200,00 WOBTZADON0 | (121374000 AT
| DFAS FARBVISATA PEMLDA DAN CLAHRAGA 372 706.000,00 12440100000 | (2MB.302000,00) 0585
| DINASPERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN ZN 88T 000,00 TAEEI0000 | (105491.000,00) 0.55%
30 | DINAS PERIKANAN 387 A34.000,00 2414050000 | (1PRLBEE500,00) 0.56%
21 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIULTURS
DN PERKEBLINAN 301 785.000,00 90,355,500 00 86 561.500,00 143%
27 | DNAS FETERMAKAN DAN HKESEHATAN
HEWAN 135,778 000,00 40,623.000.00 {B4.553,000.00) 0,10%
23 | SEMRETARIAT DAEREH 2 ABT. 20800000 L060:254 000,00 [424.954,000,50) EE%
M | BEKRETARIAT DFRD 12 B 454.000.00 1CEMS S0A00000 | |2.355. 048000005 45 5%
25 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENCENBANGAN 538.228.577.00 WESTICRA00 | (23225794000} 1,44
% | DADAN KELWNGAN 1.561.040.000.00 TALTIS00000 | (BM.315.000.00) 3474
I | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGENBANGAN
SUMBER DAYA MANLISHA, 25.464.000,00 18229000000 | [904.254 000,00) 0.85%
2 | INSPEKTORAT 1536142 600,00 198400000 | 01,806,543 .000,00) i
0 | MECAMATAN GUNLANG OMEH 15,195.000,00 17 365 000,00 {17.530.000,00) 0.0,
30 | HECAMATAN BUKE BARIGAN s 934,00 B 00500000 {9000 534,00 0.04%;
M | HECAMATAN SULIK 33,275 000,00 4 267 500,00 {17507 800, 00y 0,05%
32| HECAMETAN GLGUAK A.750.000,00 & 00000 Hileei A (ol o] (Ui
33 | KECAMATAN MUNGEA 11.560.000,00 | £GU00000 {5.590.000,00) 00
M | HECAMATAN AMABLUR 29,775 000,00 1EI000,00 (94 F45.000,00 00
35 | HECAMATAN PRYASLIVERH 4T R0 13625.000,00 ({1645 000, 0Ch 0B
3 | KECAMATAN LUAK P 000,00 11.2000000,00 A 2500000y 006N
& | HECAMATAN LAREH S840 HALARAN 2 000000 12000.000,00 {12000, 000, 0 0.08%
38 | RECAMATAN SITUUAH LIMD MAGAR] 21 1B 000 EUE0.000,00 [1E25.000.0C) 0,08%
38 | KECAMATAM HERAL ¥ 8100000 00 STRN00 G [0 00 000 00 5%
40 | WECAMATAN PANGKALAN AITO BARU 55 621,000,00 28.410.000.00 (25.411.000,00) 0,13%
41| WECAMATAN KAPUR IX £3306.000,00 21,53 000,00 (21.774.000,00 0,10%
£2 | BADN KESATUAN BANGSE DAN POLITH SEE.0T2.000.00 ITEE000000 | (390.512,000,00} 054%
& | BADMN  PEMANOGULAMGAN  BENCANA
DAERAH 340.21.000.00 19126000000 | [%48.852.000.00) 0.50%
Total S0, 761268 00 FLATITONS00 | (1144244217400 A00.00%
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penggunaan anggaran negara, Belanja Perjalanan Dinas pada
SKPD Sekretariat DFRD sebesar REpl5.640.134 800,00 atau
48,71% dari total Belanja Perjalanan Dinas, harus dikurangi
dan diefisiensikan secara signifikan dan dirasionalkan
alokasinya dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewafaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesualkan dengan kebutuhan
nyata pada masing-masing keglatan sebagaimana maksud
Fasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang
Efisienst Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendopatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor OQ0O0/833/5J Tanggal 23 Februari 2025 tentang
Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025,

selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas
dimaksud dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan
sub  kegiatan prioritas  sebagaimana tercantum dalam
Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan PPAS yang menunjang
pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8
(delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota, penanganan inflasi, pemenuhan
alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling
rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di
luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah
dan/atau Desa, alokasi anggaran Penpuatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar
0,75% (nol koma tujuh pulubh lina persen) dari total belanja
daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada
SKPD Inspektorat, alokasi anggaran untuk pendidikan dan
pelatihan bagl ASN dalam rangka pengembangan kompetensi
penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% (nol
koma enam belas persen) dari total belanja daerah di Iuar
Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan dan pemenuhan
anggaran belanja untuk Standaer Pelayanan Minimal sesuai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui mekanisme
pergeseran APBD dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025, telah melakukan pengurangan belanja perjalanan dinas
dalam APBD TA. 2025 semula REp32.760.Y61.269,00 menjadi
Rpl6.131.800.945,00 atau berkurang sebesar
Rpl6.628.870.323,00 atau 50,76%. Hal ini sudah sesuai
dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada rancangan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
Anggaran 2025, direncanakan penambahan belanja perjalanan
dinas  setelah  efisiensi sebesar Rp5.185.426.149,00,
Sehubungan adanya rencana penambahan papgu anggaran
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belanja perjalanan dinas sctelah dilakukanya efisiensi dalam
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Perubahan
Penjabaran APBD TA. 2025, maka penambahan tersebut harus
mempertimbangkan ruang fiskal, kemampuan keuangan daerah
dan menerapkan prinsip cfisicensi, efektivitas, transparansi,
kepatutan, kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan serta memperhatikan:

al aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi,
serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian
8 |delapan] misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas)
Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan
ekonomi sehesar 8% (delapan persen);

bjkualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran
belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja
penunjang sesuai target dan indikator kinerja program,
kegiatan dan subkegiatan;

c)batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib
meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan
publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting,
penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan
penggunaan hasil penerimasn pajak daerah untuk kegiatan
yang lelah ditentukan, serta nomenklatur kelembagaan dan

kewenangan khusus papua, yang telah dilakukan penandaan di
SIPD-RI;

djbelanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran
pengawasan, pembayaran iuran jaminan  kesehatan dan
pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak
ketiga;

¢] menggunakan anggaran yang sumber dananya bukan dari
pendapatan transfer,

3) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyaralat
Belanja Uang danjatau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar
Ep3.773.802.950,00 berkurang sebesar Rp279.007.950,00) atau
{7,3%%) menjadi sebesar Rp3.494.795.000,00 atau 0,26% dari
total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian ohjek
belanja:
a| Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat  semula scbesar  Rp8Y98.599.950,00
berkurang sebesar Rp(337.299.950,00) atau (59,79%) menjadi
scbhesar Rp361.300.000,00,

b} Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat semula scbesar Rp2.875.203.000,00
bertambah sebesar Rp 258.292.000,00 atau 8,98% menjadi
sebesar Rp3.133.495.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APED Tahun
Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas Lkepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna
mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan
misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RFD dan
dijabarkan dalam REPD, sebagaimanamaksud butir 3.4.1.2.5.¢
dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2024,
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Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud
dibertkan antara lain dalam bentukpemberian hadiah pada
kegiatan yvang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu
prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak
sosial  kemasyarakatan akibat penggunasn tanah milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk
pelaksanaan pembangunan provek strategis nasional dan non
proyek strategiz nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran belanja barang
untuk dijual/diserahkan serta belanja uang dan/atau jasa untuk
diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar
memperhatikan:

al bagian vang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian
target Kkinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan
dijabarkan dalam REKPD:

o) twjuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan
bantuan sosial;

c} data dan informasi yvang telah diverifikasi oleh SKPD terkait
bagi belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain; dan

d) usulan atas barang, unang dan/atau jasa dimaksud dilakukan
oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon
penerima;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

4] Belanja Subsidi
Penyediaan anggaran Belanja Subsidi tetap scbesar Rp0,00 atau
tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025,
5) Belanja Hibah
Penyediaan  anggaran  Belanja Hibah  semula  sebesar
REp25.947.023.477,00 bertambah sebesar Rp3.945.757.600,00
atau 15,21% menjadi sebesar Rp29.892.781.077,00 atau 2,27%
dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Angparan 2025, sebagaimana Tabel, sebagai berikut:
Tabel 14
Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah
e | Realisasi F
Tahun Belanja Hibah | Belante Hi Total Belanja
ja Hibah | ] %o
i (Rl (Rp) Rt i
1 2 3 4=3:2 5 fh=d:5
APED 2022
AFED 2023 55.956.483.880,00 | 54.684.322 635,00 97,73 | 1.283.757.178.667,00 4,36
APBD 2024 48.018.621.833,00 | 47.443 603442 00 98 80 | 1,395.634,867.221,00 3,44
AFED 2025 24517 63B.477,00 | 4.003.661.971,00 16,33 | 1.308.432.452.556 00 1,87
R-PAFRLD 2025 20892 TELOTT.00 | 4.003.6681.571,00 16,33 | L3159 725.998.153,00 2,27

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengalokasikan Belanja Hibah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara
persentase  cenderung mengalami  penurunan  dibandingkan
dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
3.44% dari total belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2024,
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lebih rendah dari persentase belanja hibah terhadap total belanja
APBD Tahun 2023 scbesar 4,36%.

Selain  itu, tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran
sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

a) Realisasi Belanja Hibah per 02 Oktober 2025
Ep4.003.661.971,00 atau 16,33% dari total Belanja Hibah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota tentang APED Tahun Anggaran 2025
Rp24.517.638.477,00.

b} Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024
Rp47.443.603.442,00 atau 98 80% dari total Belanja Hibah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp48.018.621.833,00.

¢] Realizasi Belanja  Hibah  Tahun Anggaran 2023
Rp54.684.322.635,00 atau 97,73% dari total Belanja Hibah
dalam Peraturan Daecrah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp55.956.483.880,00;
dan

d] Pada Tahun 2022 tidak ada alokasi untuk Belanja Hibah.

Dengan melihat rendahnya realisasi Belanja Hibah pada tahun
berjalan hingga 2 Oktober 2025 yang baru sebesar 16,33% apabila
dibandingkan APBD TA. 2025 dan sebesar 13,39% dibandingkan
Perubahan APBD TA, 2025, agar Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh Kota untuk meninfau ulang kembali alokasi Belanja
Hibah tersebut.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah yang diuraikan
ke dalam objek belanja :

a) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat semula sebesar
Epl.300.000,000,00 bertambah sebesar Rp 600.000.000,00
atau 46,15% menjadi sebesar Rp1.900.000.000,00 ;

b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula
sebesar Rpl0.765.906.283,00 bertambah sebesar
Rp525.827.600,0 atau 4, 88% menjadi sebesar
Rpl1.291.733.883,00.

c] Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp2.574.500.000,00
bertambah schesar Rp2.823.530.000,00 atau 109,67% menjadi
sebesar Rp5.398.030.000,00.

d} Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar
Ep974.117.194,00 atau 0,07% dari total belanja daecrah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan APED Tahun Anggaran 2025, dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor | Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020,
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dan butir 3.4.1.5.6.8) Lampiran Perataran Menteri Delam
Megeri Momor 15 Tahun 20724

e Belanja Hibah Dana BOSF semula sebegar
Rpl0.332.500.00000 berlurang  sebezar  Rpf3.000,000,00)

atemy (0,02%) menjadi sebesar Rpl0,328.900.000,00 vang
antara lain lercantum pada

(1| Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUTY semuln sebecar
Rp5 547.950.000,00 berkurang sebesar Epl3.600.000,00)
atau [1,06%] menjadi sebesar Bp3 544 350008, 00,

(€] Belanja Hibah Dana BOSP-BO Kesetaranan Ietap sebesar
Rpd . TH4,530,000,00,

Yecora aspei teknis pengunggaran, rencana Belanja ffibah pang
tercanivyn dalam Lampiran M Rancengan  Peraturan Wikl
Kobupaten Lima Puluf Kota lentang Perpaboran Perubahon APGD
Tehurn  Anggaran 2025 sebogian masth  belum  Iercgrifum
sebageinans ketentuan  dergan mengaiikan secarm e
berdazarfan rama, alama?! dan besar aloicasi hibah yong akan
chibertkan kepada calon penerima.

Lhatuk #tw, harus difakukan pengetipurnoan pada Lampirar ]
Eancanpan Percturan Bupatt Lima Puluh Kota tentang Perjabaran
Perubahart APRD Tahun Anggarar 2025, antarg Ioin pada;

1. Belanjo Hibah berupa Buntuan Kewangan kepada Partar Pobtilc
tdemgan loial arggaran Rp974.117.194,00 dimana belum

drtruihen rengen jelas nama partai polittk colon perering
hibok.

2, Belanjo Hibgh Bargng kepada Baden dan Lembaga Mwioba,
Subgrela dan Sesial yeng Telah Memilift Surer Feferangon
Terdaftar berupa hibeh  bareng  wtiftas PAUD  sebezar
EpSU Q00 000,00 demana Belum jelas nama dun elpmat calon
penerma wibak.

3. Belaryu ffibgh Barang kepade Boden dar Lembaga Nirioba,
Sukarela don Sasial yang Telnh Memiliki Surat Feteranyon
Terchiftar  berupa  hibah  borany  mebel PAUD  schesar
FEpl5 000.000,00 dimena befum jelos nama dan wlome! calon
penerma tibok.

4. Dings Perplichikan dan Kebudayaon hibah berang berups
Rehabiitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruarg Kelzsd Ruang
fare  FAUR}  sebeser Rp26. 80000000 dimana  Dinas
Pendidikan dan Kebudeyaon edalah bagian dart SKPD pada
Femeriiah Kobupaten Lima Puluh Kote yang tidek termasuk
enfitas yang diperkenanbkern menenma hibah darl Pemerindah
Kabupater, Lima Muluk fota,

2. Belarya Hibeh Durang kepadse Badaen dan Lembagu Nifoba,
Sukprela dan Sosial yang Telnh Memditki Sure! RKeferangan
Terdoftar bermupa hibah barang wntuk Rehabiitas; Sedang
flerat  Gedung/ Ruang Keles! Fuarg Guwu PALDD

Fpl 7o (MHL O 00 dimana belum jelas name calor penerdime
hibah

6. Dinux Pendidikan dan Kebudayaan hiboh bararg berupa
Rehabilitos! Sedeny/ Berad Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang
Gure  PAIDY  sehesar  Ap30 00000000  dimgna hnas
Pendidikan don Kebuiduyuan wdelah bagion dard SKPD padn
Pemerinioh Kobupater: Lira Puluh Kota yang fidak cermosek
enlituy pung diperfenanikan menerima Ribekh dor Pemerinteh
Rabupetern Lima Puluk Koto,
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7. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
sukarela dan Sosal yang Telah Memiliki Surat Keterangan
Terdaflar berupa hibah barang untuk Pengadaan Alat Praktek
dan Peraga Peserta Dididk PAUD sebesar Rp50.000.000,00
dimana belum jelas nama dan alamat ealon penerima hibah.

8. Hibah wunfuk Pengawasan dan Desain  pembangunan
JUT/ JAPRO masing-masing Rp8.000.000,00 dimana belum
Jelas nama calon penerima hibah

Pemerintah  Kabupaten Lima  Puluh Kota  tidak
diperkenankan menganngarkan dan merealisasikan hibah
unituk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena
merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Terhadap

anggaran Belanja Hibah yang belum disafikan disajikan
secara mendetail berdasarkan nama, alamat dan besar

alokasi hibah atau by name by addres harus disempurnakan
penyafiannya dan tidak diperkenankan menganggarkan
Belanfa Hibah bila calon penerima tidak disafikan
berdasarkan nama, alamat dan besar alokasi hibah atau by
name by addres.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp 2.325.350.000,00
berkurang sebesar Rp(25.200.000,00) atau (1,08%) menjadi
sebesar Rp2,300,150.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APED Tahun
Anggaran 20235,

Secara aspek lekris penganggaran, rencana Belanja Bantuan
Sosial yang tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan
Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, sebagian masih belum fercantum
sebagaimana ketentuan dengan menyafikan secara  rinci
berdasarkan nama, alamat dan besar alokasi bantuan sosial yang
akan diberikan kepada calon penerima dimana masih terdapat
ealon penenima belum dicantumkan alamatnya.

Secara prinsip, penganggaran rencana belanja Bantuan Sosial

yang tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati

Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025

memenuhi kriteria paling sedikit;

(1}. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan
kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan risiko sosial;

(2). memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki
identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3). bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa
pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat
diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan
telah lepas dari risiko sosial; dan

(4). sesual tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian
bantuan sosial meliputi: rehabilitasi sosial; perlindungan
sosial; pemberdayaan sosial; jaminan sosial; penanpgulangan
kemiskinan: dan penanggulangan bencana,

Terhadap alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan
dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah, daftar calon penerima bantuan sosial by
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name by address harus dicantumkan dalam Perubahan RKFD

Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang

telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari

calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan

memperhatikan:

(1). kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosizl
antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;

(2}, tuyjuan Pemerintah Daerah dalam melindungi  individu,
keluarga, dan kelompok dan/fatau masyarakat dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3). kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuvhan  urusan pemerintahan  wajib dan  urusan
pemerintahan pilihan.

Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan
dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam
pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam
Rancangan Perubahan KUA dan Perubshan PPAS Tahun
Anggaran 2025. Selanjutnya penganggaran bantuan sosial yvang
direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci
menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan
subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Sementara itu,
bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dialokasikan untuk kebutuhan akibat risike sosial yang tidak
dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD vang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya tidak melebihi pagn alokasi anggaran vang
direncanakan, kecuali keadaan tidak stabil yang terjadi secara
tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik,
bencana, dan fenomena alam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Selanjutnya, penganggaran bantuan sosial
dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada
peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan  evaluasi bantuan sosial,
schbagaimana  diamanatkan dalam  ketentuan  peraturan
perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam butir 3.4.1.6
Lampiran Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2025.

Selanjutnya, bila mencermati Daftar Nama Penerima, Alamat Dan
Hesaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta
SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025
sebagaimana tersaji pada Lampiran Vb Rancangan Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025, maka Bupati dan DPRD Kabupaten Lima
Puluh Kota agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus
menyempurnakan penyajian data nama dan alamat calon
pencrima bantuan sosial.

2. Apabila data nama, alamat dan besaran anggaran bantuan
sosial yang akan diberikan tidak dapat disajikan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak
diperkenankan untuk menganggarkan rencana belanja
bantuan sosial tersebut.
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2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar
Rpl140.954.469.735,00 berkurang sebesar Rp(58.247.781.692,00) atau
(41,32%) menjadi sebesar Rp82.706.688.043.00 atau 6,27% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang
diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayvanan publik
serta pertumbuhan ekonomi daerah,sebagaimana maksud butir 3.4.2
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Pengangegaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran
vang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asel lainnya
yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dan 12 (dua
belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati
batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan
Kepala Daerah, berwujudatau tidak berwujud, biaya perolehan aset
tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan
diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakansebagaimana
maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomaor 12 Tahun 2019,dan butir
3.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah harus didasarkan pada:

a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang mendukung tugas
dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah vang ada;
dan

b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomeor 27 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.21 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Penyediaan anggaran Belanja Modal vang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Tanah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan
APBED Tahun Anggaran 2025 menjadi Rpl.115.500.000,00 atau
0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam objek belanja Belanja Modal
tanah Persil,

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan
Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari
APBD, dan butir butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 15 Tahun 2024,

b, Belanja Modal Peralatan dan  Mesin @ semula  sebesar
Rp33.670.553.268,00 berkurang sebesar Rp(5.725.015.682,00) atau
(17.00%) menjadi sebesar Rp27.945.537.586,00 atau 2,12% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 20235, yvang
antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
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Belanja Modal Alat Besar semula scbesar Rp52.800.000,00
bertambah sebesar Rpl.691.030.000,00 atau 3.202,71% menjadi

scbesar Rpl.743.830.000,00, vang antara lain diuraikan ke dalam
sub rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat bantu Escavator semula tidak dianggarkan
bertambah sebesar Rpl.740.480.000,00 atau 100% menjadi
sebesar Rpl.740.480.000,00;

b) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya semula sebesar
Rp52.800.000,00 berkurang sebesar Rp(49.450.000,00] atau
(93,66%) menjadi sebesar Rp3.350.000,00.

Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp6.446,668,230,00
berkurang sebesar Rp(2.811.100.000,00) atau (43,61%) menjadi
sebesar Rp3.635.568.230,00, yang hanya diuraikan ke dalam
rincian objek belanja modal Alat Angkutan Darat Bermotor .

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar
Rp7.330.607.880,00 berkurang sebesar Rp{1.440.118.660,00)
atau (19,65%) menjadi sebesar Rp5.890.489.220 00, yang antara
lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rpl.138.500.000,00
berkurang sebesar Rp(1.109.735.000,00] atau (97,47%)
menjadi sebesar Rp28.765.000,00.

b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar
Ep5.743.789.880,00 berkurang sebesar Rp348.217.020,00
atau (6,06%) menjadi sebesar Rp5.395.572.860,00.

c) Belamja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat semula
sebesar Rp448.318.000,00 bertambah sebesar
Rpl17.833.360,00 atau (36,92%) menjadi sehesar
Ep466.151.360,00.

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar semula
schesar Rp204.570.000,00 bertambah sebesar Rpl43.762.388,00
atau 70,28% menjadi sebesar Rp348.332 388,00, yang diuraikan
ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Studio semula sebesar Rp204.570.000,00
bertambah sebesar Rp92.512.388,00 atau 45,22% menjadi
sebesar Rp297.082.388,00.

b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula sebesar Rp0,00
bertambah sebesar Rp 51,230.000,00 atau 100% menjadi
scbesar Rp51.250.000,00.

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar
Ep2.400.000,00 bertambah sebesar Rpl.839.185.034,00 atau
76.032,71% menjadi sebesar Rpl.841.585.034,00.

Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp5.302.144.598,00
berkmrang sebesar Rpi220.749.098,00) atau (4,16%) menjadi
sebesar Rp5.081.395.500,00, yang antara lain diuraikan ke dalam
rincian ohjek belanja;

a) Belanja Modal Komputer Unit semula  sebesar
Rp4.654.489,098,00 berkurang sebesar Rp(394.926.098,00)
atau (7,97%) menjadi sebesar Rp4.359,563,000,00.

b] Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar

Rp347.655.500,00 bertambah sebesar Rpl174.177.000,00 atau
20, 10% menjadi sebesar Rp521.832.500,00.

Belanja Modal Alat Peralatan Olahraga semula tidak dianggarkan
menjadi scbesar sebesar Rp255.989.954,00.
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8] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP semula sebesar
Rpl0.098.686.249,00 berkurang sebesar Rp(5.763.521.912,00)
atau (57,07%) menjadi scbesar Rp4.335.164.337,00.

9) Belanja Meodal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar
Rp3.800.400.000,00 bertambah sebesar RpS78.671.622,00 atau
15,23% menjadi sebesar Rp4.379.071.622,00.

. Belanja  Modal Gedung dan Bangunan semula  sebesar
Rp33.521.971.666,00 bertambah sebesar Rp2.482.8B42.936,00 atau
7,41% menjadi sebesar Rp36.004.814.602,00 atau 2,73% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang
antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1} Belanja  Modal — Bangunan Gedung  semula sebesar
Kp32.459.311.166,00 bertambah sebesar Rpl.309.704.836,00
atau 4,03% menjadi sebesar Fpd3.769.016.002,00, yang hanya
diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Kerja.

2] Belanja Modal Tugu Titikk Kontrol/Pasti semula sebesar
Rp952.658.500,00 bertambah sebesar Rp719.140.100,00 atau
74,70% menjadi sebesar Rpl.681.798.600,00, yang hanya
diuratkan ke dalam rincian objek belanja Belanja Modal
Tugu/Tanda Batas.

. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar
Epl00.002.000,00 bertambah sebesar Rp453.998.000,00 atau
453,99% menjadi sebesar Rp554.000.000,00 atau 0,04% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar
Rp39.999.513.700,00 berkurang sebesar Rp{49.226.395.860,00) atau
(82,04%) menjadi sebesar Rpl0.773.117.840,00 atau 0,82% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang
diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula secbesar
Ep57.940.373.700,00 berkurang sebesar Rp[47.216.255.860,00)
atau  (81,49%] menjadi sebesar Rpl0.724.117.840,00, yang
diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Jalan semula sebesar Rp55.655.373.700,00
berkurang scbesar Rp(47.150.836.540,00) atau (84,721%)
menjadi sebesar Rp8.504.537.160,00, yang diuraikan kedalam
sub rincian objek Belanja Modal Jalan Kabupaten.

b) Belanja Modal Jembatan semula sebesar Rp2.285.000.000,00
berkurang sebesar Rp(65.419.320,00) atau (2,86%) menjadi
sebesar Rp2.219.580.680,00 yang diuraiken kedalam sub
rincian objek Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Kabupaten,

2] Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp2.059,140.000,00
berkurang sebesar Rp(2.059.140.000,00) atau (100%) menjadi
sebesar Rp0,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja
modal Bangunan Air Kotor.

3] Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD semula tidak

dianggarkan pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar
Rp49.000.000,00.

Belanja  Modal  Aset  Tetap Lainnya semula  sebesar
Epl3.739.431.101,00 berkurang sebesar Rpi6.947.363.086,00) atau
{30,57%) menjadi sebesar Rp6.792.068.015,00 atau 0,51% dari total
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belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang
diuraikan ke dalam objck belanja:

1} Belanja  Modal Bahan  Perpustakaan semula  sebesar
Rp30.000.000,00 bertambah sebesar Rpl4.792.900,00 atau
49.31% menjadi sebesar Rpd44.792,900,00,

2] Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
semmula  sebesar  Rp31.000.000,00  bertambah  sebesar
Rp68.100.000,0 atau 219,68% menjadi sebesar Rp99. 100.000,00.

3] Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP semula sebesar
Rpl13.678.431.101,00 berkurang sebesar Rp(7.030.255.986,00)
atau (51,40%] menjadi sebesar Rp6.648.175,.115,00.

g. Belanja Modal Aset Lainnya semula sebesar Rp23.000.000,00
bertambah sebesar Rp52.650.000,00 atau 228 91% menjadi sebesar
Rp75.650.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBD Tehun Anggaran 2025, vang diuraikan ke dalam
ohjek belanja sehagai berikut:

1} Belanja Modal Aset Tidak Berwujud semula sehesar
Ep23.000.000,00 bertambah sebesar Rp42.000.000,00 atau
182,61% menjadi sebesar Rp65.000.000,00,

2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD semula tidak dianggarkan pada
Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp10.650.000,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam
rangka pengacaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria
mempunyal masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan
dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi
aset scsual dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019,

Penyediaan anggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan
kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip
efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel
dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan
dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022,

Pengadaan Barang Milik Daerah dimaksud pelaksanasnnya juga harus
sesual dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah
Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.h
dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 15
Tahun 2024,

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Keschatan semula sebesar
Rp2.400.000,00 bertambah scbesar Rpl.B39.185.034,00 atau
76.632,71% menjadi sebesar Rp1.841.585.034,00; dan

b.  Belanja Modal Alat Laboratorium semula tidak dianggarkan menjadi
sebesar RpR.436.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam
pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat
kedokteran dan laboratorium tersebul dengan harga yang kompetitif
dalam rangka meningkathkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus
lersedianya peloyanan pumnajual untuk keberlangsungan operasional
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peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat,
sesual dengan ketentuan perafuran perundang-undangan.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan
kemampuan keuangan dan  kebutuhan daerah berdasarkan prinsip
efisienst efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel
dengan mengufamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran
pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhar
Barang Miik Daerah (RKBMD] yang disusun dengan memperhatikan
kebuluhan pelaksanaan tugas dan fingsi SKPD serta ketersediaan
barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak diperkenankan
menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat
pada RKBEMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan

selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas
daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga
harus sesuai dengen standarisasi sarana dan  prasarana  kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarsosi Sarana dan Prasarand
Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana
dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Belamja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar
REp2. 500.000.000,00 bertambah sebesar Rpl.484.928.493,00 atau
59,40% menjadi sebesar Rp3.984.928 498 00 atau 0,30% dari total
belanja daerah dalam Eancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara
memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan
realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-
kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar
kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan
peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan
Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.3
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Belanja Transfer

Penyediaan Anggaran Belanja  Transfer  semula schesar
Rpl73.664.589.616,00 berkurang scbesar Rp(3.577.945,199,0) atau
(2,06%:) menjadi sebesar Rpl70.086.644. 417,00 atau 12,89% dari total
belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yvang diuraikan
sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil tetap sebesar Rp6.706.029.117,00 atau 9,74%
dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah dikeluarkan
Retribusi Pelayanan Keschatan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Ep068.816.133.087,00 diuraikan dengan
rincian obyek:
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1} Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten /Kota dan Desa semula sebesar Rp6.706.029.116,00
berkurang sebesar Rpi512.817.502,00) atau (7,65%) menjadi
sebesar Rp6.193.211.614,00 yang diuraikan ke dalam rincian
obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa atau 9,76% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBD Tahun  Anggaran 2024  sebesar
Ep&3.463.838.243,00.

<] Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa semula tidak dianggarkan pada
Perubahan APBD dialokasikan sebesar Rp512.817.503,00
diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa atay
9,58% dari total Retribusi Daerah (di luar target Retribusi
Pelayanan Kesehatan) dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp5.352.294 844,00,

FPemerintah Kabupaten Lima Puluh HKota belum mengalokasikan
anggaran untuk belanja bagi hasil Pajak Derah kepada desa/nagari,
dimana besaran alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Agam
dimaksud harus disesuaikan alokasinga dan dianggarkan secara
bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7] Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 20109.

Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rpl66.958,560,500,00
berkurang scbesar Rp(3.577.945.200,00) atau (2,14%) menjadi
sebesar Rp163.380.615.300,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APED Tahun
Anggaran 2025 vang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada
Desa.

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota
kepada Desa sebesar Rpl63.380.615.300,00 sudah termasuk di
dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar Rp86.629.539.000,00
schingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi
atau Kabupaten /Kota kepada Desa sebesar Rp76.751.076.300,00,

Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang
dialokasilian tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 72 ayat [4)
dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi
Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 108 dari dari DTU
(DAU dan DBH| yang diterima oleh kabupaten /kota yang memilikd
desa dalam Peruban APBD TA. 2025 tidak termasuk DBH-CHT,
DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DEH Minyak
dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus, DBH Sawit
sebagaimana diatur dalam Kketentuan peraturan  perundang-
undangan  sebesar  Rpb86.900.977.000,00 yaitu sehesar
Rp76.495.273.475,00 atau sudah terdapat selisih lebih sebesar
Rp235.802.825,00, dengan uraian perhitungan sebagai berileut:
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No. Kompanen Parhfiungan Anggaran (Rp)
| Diana Bagi Hasll (DBH) 27 458 455 000,00}
) Dana Alokasi Limum (D) 740,107 445, 750,00)
3 Bub okal (12) T67.606.031, 750,00
4 DEH Cuksi Heall Tembakay (CHT) 437 85500000
5] DEH-50 Fehutanan Dana Rebofsasi a

Tambahan DBH Mnysk dan Gas Bumi dalam rangka oloromi

& khusus 1
T D2H Sawil 2 216.342.00000)
ad Sub Total (J#4+5484T) 2554, 157, 000,00
| 9 Ju:nlah Penpalckasan (3-8 TE4. 952 734 750 00
10 Jumlah Alokasi (10%) TE.B5.273.475.00
11 Yang telah dialokasikan TETS1.076.300 00
13 Salislh Ledil 255.502,825,00

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar terus konsisten
untuk menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya agar

menyesuaikan penempatan rekening sub rincian objek belanja bag

penganggaran bantuan keuangan kepada nagari yang bersumber dari

Dana Desa (DD} dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada rekening sub

rincian objek belanja yang lebih tepat yaitu:

1) Belanja Bantuan keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa
vang  bersumber dari Dana Desza (kode  rekening:
5.4.02.05,002.0004); dan

2] Belanja Bantuan keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa
vang bersumber dari Alokasi Dana Desa (kode rekening:
0.4.02.05.002.0005).

[ Pendanaan Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi Langsung dengan
Keluaran Sub Kegiatan.

Penyediaan anggaran vang antara lain tercantum pada:

1

3

Belanja Pemeliharaan Alat  Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Rendaraan Bermotor Penumpang Rp34.100.000,00 dan Belanja Modal
Personal Computer Rp20.700.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberian
Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (FMKES) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA pada Dinas
Sosial.

Belanja Modal Personal Computer Rp30.000.000,00 dan Belanja Modal
Peralatan Personal Computer Rp5.750.000,00 pada sub kegiatan Advokasi
Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp24.000.000,00, Belanja Pemeliharaan
Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Ep9.700.000,00 dan Belanja Modal Personal Computer Rpl15.300.000,00
pada sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Belanja Modal Personal Computer Rp24.200.000,00 pada Sub Kegiatan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.

Belanja Tagihan Telepon Rp5.200.000,00, Belanja Tagihan Air
Rp2.400.000,00 dan Belanja Tagihan Listrik Rp27.600.000,00 pada Sub
Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis
Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan di
Dinas Kesehatan,
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6. Belanja Jasa Tenaga Administras Rp214.000.000,00 pada Sub Kegiatan
Rekonstruksi Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Diindikasikan tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang
diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinfau dari aspek indikator,
tolok wkur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten
Lima Pubih Kota harus memformulasikan kembali uroian belarja pada sub
kegiatan fersebut sesual dengan fargel capaian kinerja yang diharapkan dar
suatu sub kegiatan apabila ditinjau dan aspek indikator, tolok ukur, dan target
kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat {3) dan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan harus dinlihkan untuk mendanai program,
kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercanium dalam Perubahan
RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 17
ftujuk belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita,
Prioritas Pembangunan Nasional Tohun 2025 sesual dengan kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, penanganar inflast, pementhan
alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum rmemenuhi
amanat mandatory spending Kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

E. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub
kegiatan.

Penyvediaan anggaran vang antara lain tercantum pada;

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp17.800.000,00, yang
hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya,
pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuast Korban
Bencana Kabupaten/Kota Rpl4.395.000,00, yang hanya diuraikan ke
dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Badan
Penangpulangan Bencana Daerah.

diindikastkan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian ohjek belanja pada
masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi langsung dan tidak
mendukung kehiaran yang diharapkan dar kegiatan dimaksud, Unuk i,
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus memformulasikan
kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan mempriorilaskan
alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokast anggaran belanja
penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub
kegiatan sesuai dengan target capaion kinera yang diharapkan dari sub
kegiatan dimaksud apabile ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target
kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Posal 54 ayat (3) dan Pasal 97
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 4 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

F. Lain-Lain
Dalam rangka mensukseskan pelaksaaan MTQ Nasional Tingkat Sumatera Barat
Tahun 2025 yang bertempat di Kota Bukittinggi, maka Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota agar mengalokasinya anggaran yang memadai untuk
keikutsertaan sebagai peserta MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025 tersebut pada Perubahan AFBD Tahun Anggaran 2025.

VIl. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
A. Kcebijakan Umum Pembiayaan Daerah

|. Pembiayaan Dacrah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat {3) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5 a Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024,
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2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok,
jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud

butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

3, Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau

menutup defisit anggaransebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk
pengeluaran pembiayaan dacrah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kotatentang APBD Tahun Anggaran 2024

yang pelaksanaannya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran
pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
sebagaimana Tabel sebagai benkut:

Tabel. 15
Pembiayaan Daerah i
Uralan | Jumiah (Rp) Bertambah/{Berkurang) |
Schelum [Rp) Besudah [Rp) 1Rp) %
2 3 4 3 6
PEMEIAYAAN DAERAH 21.683.246.961,00 | 23.012.815.308,00 1.329.568.347,00 6,13
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN 21.683.246.961,00 | 23.012.815.308,00 1.329.568.347,00 6,13
Sisa Lebih Perhitungan .
Anggaran Tahun Sebeluntnya 21.683.246.061,00 | 23.012,815.308,00 1.329,568,347.,00) 6,13
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00
Penyertaan Modal Daerah 0,00 0,00 0.00
- Pembiayaan Netio 21.683.246.961,00 | 23.012.815.308,00 1.329.568.347,00 6,13
| Bisa Lebih Pembigvaan
| Anggaran Dacrah Tohun 0,040 0,0 0,00 0,00
| Berkenasn (SILPA) | |

', Analisis Akun Pembiayaan sampai dengan Sub Rincian Objek

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan
APED Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Penerimaan Peminayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubshan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan
penerimaan pembiayaan sebesar Rp23.012.8135.308,00.

Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) scbesar Rp23.012.815.308,00, Data
Proyeksi rencana SiLPA dan realisasi SiLPA dalam APBD Kabupaten Lima
Puluh Kota 3 (tiga) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini:
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Tabel 16
s Tren Proycksi dan Realisasi SiLPA
Tahun Rensana SiLPA Resligasi SiLPA (Sesual Selisih
{Sesuai Perda APBD) Perda P-APBD)
(Rp) iRp [Rp]

2022 78.500.000,000,00 | 21.768.707.385,70 |  6.731.292.614,30 |
2023 36.205.000.000,00 15.020.127.876,58 | 21.184.872.123 42
2024 23 T06.559.4509,00 57.322.716.951 45 | (34.616.157.492,45)
2025 21.683,246 961 00 23.012.815.3058,31 11.329.568.347,31)

Untulk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus
melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun
Anggaran 2024 vang akan dianggarkan di Tahun 2025 dengan
mempertimbangkan realisasi beberapa tahun terakhir dalam rangka
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat
tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Dalam hal terdapat SIiLPA yang telah ditentukan penggunaannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran
sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib
menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana
maksud butir 3.5.1.1,¢. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024,

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat
diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus
dipenuhi sebagaimana maksud butir 3.5.1.1.d.1) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2024,

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah,
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengarahkan penggunaan
SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah
yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah secbagaimana
maksud butir 3.5.1.1.d.2] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 15 Tahun 2024.

Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBED Tahun Anggaran 2025 Pengeluaran Pembiayaan tidak
dianggarkan,

Vill. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD,
juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau
Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

LB
2.

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi
kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri  kreatif dan melanjutkan pengembangan
infrastruktur;
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. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran percmpllan,
pemuda dan penyandang disabilitas;

. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah

di dalam negeri;

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan;

Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,

alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk
mencapai masyvarakat yang adil dan makmur.

B. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung 17 (tujuh belas]
Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu:

=B e B8 =AU A

10.

11
12.
13.

14,

15.

16.

i

Swasembada pangan, energi, dan air;

Penyempurnaan sistem penenmaan Negara,

Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;

Pencegahan dan pemberantasan korupsi;

Pemberantasan kemiskinan;

Pencegahan dan pemberantasan narkoba;

Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;

Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan
internasional yang kondusif;

Penguatan kesctarsan gender dan perlindungan hak perempuan, anak,
serta penvandang disabilitas;

Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;

Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat
yvang membutuhkan;

Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan
Ibu Kota Nusantara (IKN);

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam
(SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya
dalam mewujudkan keadilan ekonomi;

Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan
perawatan rumah ibadah; dan

Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan
prestasi clahraga.

C. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi
sebesar 8% |delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah
untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain melalui:

.
2.
3.

Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu source of growth;
Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;

Menurunkan nilai Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) yang
menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan
efisiensi yang lebih baik dalam pemanflaatan investasi sehingga dapat
meningkatkan  produktivitas dalam neger melalui  pemanfaatan
infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas,
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D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBED
Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24
avat (4] dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan
disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 33
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

E. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan
Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan AFPBD Tahun
Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-3906 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara
elektronik melalui SIPD Rl sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Menteri Dalam WNegeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah, Pasal 3 avat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

F. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatas:
permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan
jasa vang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan
pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat,
seperti penvediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga
vang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana maksud butir
5.2,20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

G. Penpanggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan
dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023,

H. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar memperhatikan realisasi
program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan
(defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi
kewajiban Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota untuk dibayarkan di Tahun
Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan
sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah
Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

I. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas
beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak
tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3}
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi
atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi,
tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan, dan penggunaan
alokasi pagu belanja yang tidak sesuai standar harga satuan dan analisis
standar belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus dialihkan untuk
mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana

a
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tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubshan KUA dan Perubahan PPAS
vang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang
pencapaian 17 (tujuh belas} Program Prioritas dan mendukung target
pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen] sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Keota, penanganan
inflasi, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Daersh Kabupaten Lima Puluh Kota paling
sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja
daerah tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat,
memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam
rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling
sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar
Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan
unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan
alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/kota
sesual dengan target Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui

seleksi pengadaan PPPK, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar

mengambil langkah-langkah antara lain:

1. menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses
seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 hingga diangkat menjadi ASN; dan

2. apabila jumlah pegawai Non ASN vang telah mengikuti seleksi melebim
jumlah penetapan kebutuhan, pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi
PPPK Paruh Waktu dengan menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu
yvang disediakan di luar Belanja Pegawa;

sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.8M.01.00/2024 tanggal 12
Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN.

. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan
kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa vang tepat waktu guna
mencapal pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya
fvalue for money), Pemerintah Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota harus
melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal
tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomeor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemenntah.

. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja
daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Kabupaten Lima Puluh
Kota untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara
bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis telknologi
informasi;

2. Menvusun rencana kegiatan/sub kegiatan (readmap) dengan penjadwalan
secara periodik, konsisten, dan terukur;

3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi
pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan

4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah
pPeEnyErapan anggarannye;

5. dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Dalam rangla percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan
bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan
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dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi

pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk

mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud
antara lain yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran
dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai
kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas
instansi pemerintahan daerah;

2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehiclef;

3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat
daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai (battery electric vehicle] sebagai kendaraan dinas
operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan
Daerah di Daerah masing-masing; dan

4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas
bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric
vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Batfery Electric
Vehicle] Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan
Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan
butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja
untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Keadaan darurat meliputi:

a, Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
¢, Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.
2, Keperluan mendesak meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah vang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah vang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d, Pengeluaran Dacrah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian vang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota dan/fatau masyarakat;

sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menyediakan alokas:
anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan/Nagar dan Masyarakat
Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program,
kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 20:24.

2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama
seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan
keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian
integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya Keagamaan dalam
rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana
maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024,

3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan
kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Majelis
Ulama Indonesia (MUI} dalam rangka dalam bentuk belanja hibah,
schagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun
2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUL

4. Mendukung pelayanan kegiatan haji berupa transportasi, biaya akomodasi,
konsumsi jemaah haiji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari
debarkasi ke daerah asal, serta biaya operasional petugas haji dacrah,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana maksud
butir 5.2,19.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

5. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Lima
Puluh Kota antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah
Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah
terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan
Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud

butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

6. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam
bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9h Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria
paling sedikit:

1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang sccara teknis
merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang
memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

2, pekerjman atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap
berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani
bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit
memuat:

1. nama kegiatan,

2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. jumlah anggaran; dan

4, alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak
melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali keglatan
tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan
strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2024.
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R. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna
tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi
industri olahraga yang dapat menggerakan roda perekonomian serta
pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Dacrah Kabupaten
Lima Puluh Kota sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-
langkah antara lain:

1, pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir,
kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai
dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;

2. penyvelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan
ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan
dacrah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan
sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi
Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan
stadion milik pemerintah dacrah yang telah dibangun untuk mendukung
keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok
umur sepak bola elit {unggulan) di tingkat Kabupaten/kota maupun
kepiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 90 Tahun 2019,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya;

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019
tentang  Percepatan Pembangunan  Persepakbolaan  Nasional, dan
ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B
PO/6.4.22/ MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan
Dukungan APBD Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 400.2/3883/8) tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan
Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

5. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON),
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil langkah-
langkah antara lain:

1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta
jalan DBON berdasarkan periode DBON;

2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan
DBON;

3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota dan
Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;

4. menvediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian
DBON vang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran
Sport Development Index (SDI) di daerah;

6. menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat

Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLF), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO),
dulkungan sport science yang bekerjasama dengan Universitas; dan

7. menvusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021
tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5.3.18.c Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,
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T. Dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program keordinasi dan
supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring
sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, Pemerintah Dacrah Kabupaten
Litna Puluh Kota untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan
Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah
Diaerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/Barang
Milik Daerah vang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang
dilakukan secara mandiri oleh perangkat daersh yang terkait maupun
melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;

3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir
lebih dari 5 (lima) tahun;

4, menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;

5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIF) Partisipatif
bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan
Pertanahan Nasional; dan

6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan anggaran pelaksanaan
inventarisasi BMD;

sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019,

U. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mematuhi dan melaksanakan
Instruksi Presiden Nomor 1| Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daiam
Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20235 dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/5J) Penyesuaian Pendapatan dan
Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025.

V. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini,
menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 20235
dan Rancangan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota ftentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan
Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

W. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
dan Peraturan Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran
Perubahan APBED Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan
Menteri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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¥. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan
Wali Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 vang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan
dokumen vang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

GUBE UMATERA BARAT,

-

MAHYELDI



